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ABSTRAK 
 REFAAT ZHARFAN. Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi 
Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank 
BNI Syariah Cabang Makassar. Dibimbing oleh DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, 
M.Si. dan Dra. Hj. Kartini, M.Si, Ak. 
 Keyword: Profit Sharing Scheme, Mudharabah Defrayal 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan 
skema bagi hasil sehingga dapat menjadi solusi permasalahan Principal-Agent 
dalam pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan 
Asisten Pembiayaan Produktif BNI Syariah Cabang Makassar. Data sekunder 
diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan serta sumber lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian. 
Permasalahan Principal-Agent yaitu permasalahan yang ditimbulkan akibat 
adanya hubungan antara shahibul maal dan mudharib yang timbul dalam 
pembiayaan mudharabah dibagi menjadi dua yaitu adverse selection dan moral 
hazard. Optimalisasi skema bagi hasil nantinya diharapkan dapat menekan kedua 
permasalahan yang timbul dalam pembiayaan mudharabah.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua permasalahan Principal-
Agent yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad mudharabah yaitu adverse 
selection dan moral hazard. Penetapan skema bagi hasil yang optimal yaitu yang 
memenuhi utilitas bank syariah dan nasabah maka masalah adverse selection dan 
moral hazard yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah dapat ditekan 
seminimal mungkin. Meskipun pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang 
tinggi, dengan mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah 
maka resiko-resiko yang ada dapat ditekan dan nantinya dapat meningkatnya 
jumlah pembiayaan mudharabah pada bank syariah.  
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ABSTRACT 
REFAAT ZHARFAN. Optimizing the Profit Sharing Scheme as a Solution 
of Principal-Agent Problems in Mudharabah Defrayal on PT. Bank BNI Syariah 
Makassar Branch. Led by DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si. and Dra. Hj. 
Kartini, M.Si, Ak. 
Keyword: Profit Sharing Scheme, Mudharabah Defrayal 
This study aims to determine how to optimize the profit sharing scheme that 
can be a solution for Principal-Agent problems in mudharabah defrayal. The 
research was conducted at PT. Bank BNI Syariah Makassar Branch. This study 
used a qualitative descriptive analysis techniques. The type of data used is primary 
and secondary data. Primary data obtained from field studies with direct interview 
with the Assistant Branch Financing Productive BNI Syariah Makassar Branch. 
Secondary data obtained from company documents and other sources related to 
research. 
Principal-Agent problems that is problems arising effect from the 
relationship between shahibul maal and mudharib arising in mudharabah defrayal 
divided into two, namely is adverse selection and moral hazard. Optimization of a 
profit sharing scheme will be expected to press the problems that arise in 
mudharabah defrayal. 
These results indicate that there are two principal-Agent problems that occur 
in the mudharabah defrayal namely adverse selection and moral hazard. 
Determination of the optimal profit sharing scheme that is Islamic banks meet 
utility and the customer then problem of adverse selection and moral hazard that 
occurs in mudharabah defrayal be kept to a minimum. Although mudharabah 
defrayal is high risk, to optimize the profit sharing scheme in mudharabah 
defrayal the risks can be reduced and there will be increasing the amount of 
mudharabah defrayal in Islamic banks. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
Hampir semua kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat saat ini 
menggunakan lembaga keuangan bank atau nonbank sebagai fasilitas penunjang 
dalam melakukan kegiatan bertransaksi keuangan. Hal ini tidak lepas dari fungsi 
bank itu sendiri secara umum, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan 
uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Kebutuhan akan lembaga keuangan 
juga dirasakan oleh umat muslim yang melakukan kegiatan keuangan.  
Dalam prakteknya, bank konvensional mensyaratkan pembayaran bunga 
yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and 
predetermined rate). Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu 
prinsip al-kharaj bi al-dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip al-
ghunmu bi al-ghurmi (untung muncul bersama risiko). Akan tetapi keberadaan 
bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang bahkan diperlukan. Oleh 
karenanya perlu adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ajaran 
agama Islam, maka diperkenalkanlah sistem bank syariah yang prinsip keadilan 
sebagai alternatif terhadap sistem bank konvensional yang menggunakan sistem 
bunga. 
Dalam buku Karim (2004 : 15) dituliskan suatu kaidah fiqh bahwa sesuatu 
yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. 
mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib dan karena 
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pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya 
lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan 
demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas. 
Bank Indonesia mengatakan bahwa sistem perbankan syariah yang 
berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang 
saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek 
keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 
kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan 
spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia, 
www.bi.go.id). 
Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 kurang 
didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum 
dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah 
sendiri baru mendapatkan pijakan hukum yang kuat melalui Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang di dalamnya mengatur 
sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian di tingkat 
teknis Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 
tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian melalui Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 menambah kuat pijakan hukum perbankan syariah dalam melakukan 
kegiatan usahanya. 
Berkembangnya bank syariah saat ini merupakan bukti bahwa ajaran agama 
Islam juga bisa diterapkan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini didukung 
dengan keunggulan sistem bank syariah yang menggunakan skema bagi hasil. 
Skema bagi hasil atau yang biasa dalam fiqh mu’amalah disebut sebagai transaksi 
  
mudharabah merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. 
Menurut Muhammad (2008:1) bank syariah mempunyai core product pembiayaan 
berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk musyarakah dan 
mudharabah. 
Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 
landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, 
prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank 
Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha 
yang meminjam dana (Antonio, 2001:137).  
Kontrak  mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan  
syari‟ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini 
terdapat hubungan antara pemilik modal (shahibul mall/principal) dengan pelaku 
usaha (mudharib/agent). Kontrak mudharabah adalah kontrak kerjasama yang 
menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (bank/principal) dengan 
nasabah (kreditur/agent). 
Hubungan kontrak keuangan seperti dalam mudharabah  ini biasanya 
dikenal dengan nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini 
menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika  salah satu pihak 
(utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas  adverse 
selection  yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan 
diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk 
mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan 
salah dalam menilai kriteria nasabah. Sedangkan moral hazard yaitu masalah 
yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko 
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bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk 
semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan 
tidak sesuai dengan yang seharusnya.  Dalam transaksi keuangan, masalah  
adverse selection  dan moral hazard merupakan masalah asymmetric information. 
Kontrak  mudharabah  adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas 
asymmetric information. 
Berdasarkan penulisan, tugas akhir skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana solusi untuk mengatasi masalah keagenan yaitu adanya perbedaan 
kepentingan antara shahibul maal dan mudharib. Perbedaan kepentingan ini 
menyebabkan terjadinya asimetris informasi atau perbedaan distribusi informasi, 
yang dimana pihak bank syariah lebih sedikit mendapatkan informasi mengenai 
usaha yang dilakukan nasabah. Masalah keagenan yang terjadi dalam pembiayaan 
dengan akad mudharabah pada bank syariah yaitu disebabkan karena adanya 
hubungan antara pemilik modal dan nasabah sebagai pihak yang diberikan modal 
untuk menjalankan usaha, kedua belah pihak masing-masing memiliki 
kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini risiko penyimpangan yang bisa terjadi 
sangat besar, sebab kemungkinan nasabah memberikan informasi yang tidak 
benar dan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan usaha 
yang dibiayai oleh bank syariah. 
Dilihat dari sisi bank syariah, rendahnya porsi pembiayaan mudharabah  
terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya 
dalam bentuk akad mudharabah, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang 
menguasai hukum syariah Islam. Bank syariah menghadapi masalah yang melekat 
pada kontrak mudharabah yaitu adanya  asymmetric information. Asymmetric 
information adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank 
  
syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang 
keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah 
sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Pembiayaan 
mudharabah adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Untuk 
mengatasi masalah keagenan yaitu masalah yang timbul akibat terjadinya 
hubungan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai 
mudharib, dalam hubungan ini akan terjadi perbedaan informasi yang didapat, 
dimana pihak nasabah lebih banyak mengetahui tentang informasi mengenai 
usaha yang dibiayai oleh bank syariah. Bank syariah dapat menerapkan beberapa 
solusi salah satunya, yaitu dengan mengoptimalisasi skema bagi hasil pada 
pembiayaan mudharabah. Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan 
permasalahan principal-agent dalam kontrak  mudharabah  dapat diminimalisir. 
Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil dalam 
porsi bagi hasil antara bank (shahibul mall) dan nasabah (mudharib) sehingga 
dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan 
mudharabah. 
PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar merupakan salah satu bank syariah 
di Indonesia yang menjalankan konsep mudharabah berdasarkan PSAK No. 105, 
akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) 
menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak 
selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, 
sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar memberikan pelayanan pembiayaan mudharabah yang 
berupa pembiayaan untuk usaha produktif, jangka waktu, tata cara pengembalian 
dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi 
Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank 
BNI Syariah Cabang Makassar. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti 
merumuskan masalah yaitu: Bagaimana mengoptimalkan skema bagi hasil 
sehingga dapat menjadi solusi permasalahan principal-agent dalam pembiayaan 
mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari 
permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan 
identifikasi masalah diatas, maka peneliti memberikan batasan yaitu 
permasalahan principal-agent yang ada dalam pembiayaan mudharabah 
adalah adverse selection dan moral hazard. 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang muncul, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan skema bagi hasil sehingga dapat 
menjadi solusi permasalahan Principal-Agent, yaitu adverse selection dan moral 
hazard yang ada dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar. 
 
 
  
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi: 
1. Peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan 
mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 
pembiayaan mudharabah dan penerapannya pada bank syariah. 
2. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi bank-bank syariah lainnya dalam melaksanakan pembiayaan 
mudharabah. 
3. Akademisi, diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai 
pembiayaan mudharabah pada bank syariah. 
4. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat 
membantu masyarakat dalam memahami konsep dan penerapan 
pembiayaan syariah, khususnya pada pembiayaan mudharabah pada 
PT. BNI Syariah. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam proposal penelitian ini dibagi dalam tiga bab dan di 
dalam tiap bab dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab 
adalah : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan 
teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam 
pembahasan materi penelitian. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi penelitian, 
jenis penelitian, metode analisis, dan teknik pengumpulan 
data. 
BAB IV  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah dan 
perkembangan perusahaan, visi dan misi, struktur 
organisasi serta produk dan layanan perusahaan. 
BAB V  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang hasil analisis data, pembahasan 
hasil analisis dan jawaban-jawaban yang disebutkan dalam 
perumusan masalah. 
BAB IV  PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan 
hasil analisis data dan penelitian, serta beberapa saran 
sebagai masukan bagi PT. Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar. 
 
 
 
 
  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Bank Syariah 
2.1.1 Pengertian Bank Syariah  
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank 
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat 
diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya 
dikembangkan berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadits Nabi SAW. Arifin (2009: 3) 
berpendapat bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan 
dan mengembangkan dasar prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam 
transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait. Prinsip utama 
yang  diikuti oleh bank Islam, yaitu: 
1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi 
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan 
keuntungan yang sah menurut Islam 
3. Memberikan zakat. 
Bank syariah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syairah. 
Selanjutnya, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 
Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan 
kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, 
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antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang 
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 
lain/ijarah wa iqtina (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
1998). 
2.1.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah  
Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan menggunakan beberapa 
prinsip-prinsip dasar syariah. Karena bank syariah merupakan lembaga keuangan 
yang sifatnya mencari laba, maka bank syariah menggunakan akad tijarah. Karim 
(2004: 70) mengatakan bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah 
akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Selanjutnya Ia menjelaskan 
akad tijarah/mu’awadah (compensaional contract) adalah segala macam 
perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan 
dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.   
Akad tijarah, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya 
dibagi menjadi dua kelompok, yakni: 
1)  NCC (Natural Certainty  Contracts) 
Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang 
dimilikinya, karena itu objek pertukarannya pun harus ditentukan diawal 
akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya dan waktu 
penyerahannya. Jadi, akad-akad dalam NCC menawarkan return yang 
tetap dan pasti.  
 
  
2) NUC (Natural Uncertainty  Contracts) 
Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya 
menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama 
untuk mendapatkan keuntungan. Akad-akad dalam NUC tidak 
memberikan kepastian return, baik dari segi jumlah maupun waktunya.  
Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya 
berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan 
prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun 
prinsip-prinsip bank syariah menurut Antonio (2001: 85) adalah sebagai berikut :  
1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/Al-Wadiah)  
Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 
lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 
dikembalikan kapan saja Si penitip menghendaki.  
Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:  
a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan 
barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan 
menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung 
jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan 
diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun 
aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.  
b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad 
penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau 
tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang 
titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau 
kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang 
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diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak 
penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan 
tabungan.  
2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)  
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil 
usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang 
berdasarkan prinsip ini adalah:  
a. Al-Mudharabah  
Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana 
pihak pertama pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). 
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 
yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 
oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si 
pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau 
kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 
tersebut. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak 
penyimpan dana, akad mudharabah terbagi dua, yaitu:  
1. Mudharabah Muthlaqah (URIA=Unrestricted Investment 
Account) adalah bentuk kerjasama antara sahibul maal dan 
mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waku dan daerah bisnis. 
 
2. Mudharabah Muqayyadah (RIA=Restricted Investment 
Account) adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan 
  
mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada 
shahibul maal mengenai tempat, cara dan objek investasi. 
b. Al-Musyarakah  
Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko 
akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis al-
musyarakah:  
1. Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau 
kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh 
dua orang atau lebih.  
2. Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua 
orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka 
memberikan modal musyarakah.  
3. Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase/Al-Bai’) 
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 
dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 
mengangkat nasabah sebagai agen, bank melakukan pembelian barang atas 
nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah 
dengan harga sejumah harga beli ditambah keuntungan (margin). Bentuk 
produk yang berdasarkan prinsip ini, yaitu: 
a. Al-Murabahah 
Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati. 
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b. As-Salam 
Dalam jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada 
(misalnya masih harus diproduksi). Dalam jual beli salam, pembelian 
barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran 
dilakukan di muka. 
c. Al-Istishna’ 
Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa istishna’ adalah akad 
jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan 
kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 
(pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). 
4. Prinsip Sewa (Operating Lease and Financial Lease) 
a. Al-Ijarah (Operating lease) 
Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang 
ataupun jasa atas tenaga kerja, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 
b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial lease with purchase 
option) 
IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau 
lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang 
ditangan si penyewa. 
Selain akad tijarah yang sifanya komersil, ada juga akad yang bersifat tidak 
komersil atau not-for transaction (transaksi nirlaba) yaitu, akad tabarru’ 
(gratuitous contract). Karim (2004: 66) menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for 
profit transaction (transaksi nirlaba). Tujuannya untuk tolong-menolong dalam 
  
rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan 
imbalan apapun kepada pihak lainnya. Tetapi, pihak yang bebuat kebaikan dapat 
meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) 
yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Namun tidak 
boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ itu. 
Pada dasarnya, akad tabarru’ ini adalah memberikan sesuatu (giving 
something) atau meminjamkan sesuatu (lending something). Karim (2004: 68) 
membaginya dalam 3 bentuk umum, yaitu: 
1. Meminjamkan Uang (Lending Money) 
a. Qard adalah pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, 
selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. 
b. Rahn adalah pinjaman uang, dimana si pemberi pinjaman 
mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. 
c. Hiwalah adalah pinjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih 
piutang dari pihak lain. 
2. Meminjamkan Jasa (Lending Yourself) 
a. Wakalah adalah pinjaman jasa kita saat ini untuk melakukan sesuatu 
atas nama orang lain atau bisa disebut kita menjadi wakil dari orang 
tersebut. 
b. Wa’diah adalah pinjaman jasa kita saat ini untuk melakukan sesuatu 
atas nama orang lain, tetapi hanya jasa custody (penitipan, 
pemeliharaan). 
c. Kafalah adalah ketika kita memberikan jasa untuk melakukan sesuatu 
atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu 
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terjadi. Kafalah biasa juga disebut contingent wakalah (kafalah 
bersyarat). 
3. Memberikan Sesuatu (Giving Something) 
Bagian ketiga ini adalah akad-akad yang dimana si pelaku akad 
memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk 
kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqf. Sedangkan 
hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang 
lain. 
2.1.3 Produk dan Jasa Perbankan Syariah 
Bank Syariah dalam melakukan kegiatan harus menerapkan prinsi-prinsip 
syariah yang telah disebutkan di atas. Bank adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit atau pembiayaan (Anshori, 2008: 15). Selanjutnya Karim (2004: 97) dan 
Anshori (2008: 19) membagi produk perbankan syariah menjadi 3 bagian besar, 
yaitu: 
1. Penyaluran Dana  
Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 
pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan 
berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 
a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip jual-
beli ditujukan untuk membeli barang. Pada prinsip ini terjadi 
perpindahan kepemilikan barang atau benda, tingkat keuntungan bank 
ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 
  
b. Prinsip sewa (ijarah), transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan 
manfaat. Prinsip ini mirip hampir sama dengan dengan prinsip jual-
beli, perbedaaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-
beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek 
transaksinya adalah jasa. 
c. Prinsip bagi hasil (Syirkah), pada prinsip ini dilandasi karena adanya 
keinginan para pihak yang  bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset 
yang mereka miliki secara bersama-sama.  
d. Akad pelengkap (tabarru’), untuk mempermudah pelaksanaan 
pembiayaan, bisanya bank juga memerlukan akad pelengkap. Akad ini 
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk 
mempermudah pelakasanaan pembiayaan. Bank dapat meminta 
pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, 
tetapi besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang 
benar-benar timbul. 
2. Penghimpunan Dana 
Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan 
deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam menghimpun 
dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. 
a. Prinsip wadi’ah, prinsip wadi‟ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad 
dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Jadi, pihak 
yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan 
sehingga Ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. 
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b. Prinsip mudharabah, dalam hal ini penyimpan atau deposan bertindak 
sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib 
(pengelola dana). 
c. Akad pelengkap. 
3. Jasa Perbankan 
Selain berfungsi sebagai intermediares (penghubung) antara pihak yang 
membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat 
pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah 
dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan 
tersebut antara lain: 
a. Sharf (jual beli valuta asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis, 
penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). 
b. Ijarah (sewa), Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak 
simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi 
dokumen (custodian). 
2.2 Akad Mudharabah 
Seringkali masyarakat menyebut bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. 
Sebenarnya bank syariah tidak hanya menggunakan sistem bagi hasil semata. 
Pada bank syariah juga terdapat sistem lainnya antara lain, sistem jual-beli dan 
sewa-menyewa. Tetapi ciri khas dari bank syariah sendiri merupakan prinsip bagi 
hasil yang membedakannya dengan bank konvensional yang beroperasi dengan 
sistem bunga. 
Pengertian dari akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah 
dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak 
sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 9/19/PBI/2007). 
  
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian 
memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan 
kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001: 95). 
Salah satu akad bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yaitu, 
akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari hasil usaha 
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, 
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan 
akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 
kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95). 
Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah 
dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu 
akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul 
maal/LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua 
(mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha bagi di 
antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 
Dalam PSAK No. 105 dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja 
sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 
seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola 
dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian 
finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sementara makna mudharabah 
dalam sistem perekonomian modern, khususnya perbankan kemudian 
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berkembang. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini ada tiga: (1) pihak yang 
menyimpan dana (depositor), (2) pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha 
(debitur), dan (3) pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank). 
Akad Mudharabah termasuk dalam kelompok Natural Uncertainty 
Contracts (NUC). Karim (2004: 52) menjelaskan akad yang termasuk dalam NUC 
ialah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), 
baik dari segi jumlah (amount) maupun waktunya (timing). 
 
Sumber: Modul pelatihan produk pembiayaan BNI Syariah 
Gambar 2.1. : Proses akad mudharabah 
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2.2.1 Landasan Syariah 
a. Al-Qur’an 
 
 …                  ...      
”… dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah SWT…” (al-Muzzammil: 20) 
 
Makna dari surat al-Muzzammil:20 adanya kata yadhribun yang sama dengan 
akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 
                       
        
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.” (al-Jumu’ah: 10) 
             …    
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 
dari Tuhanmu ….” (al-Baqarah: 198) 
Surah al-Jumu‟ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong  kaum 
muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. csajk Sura 
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                         
                          
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (al-
Nisa’: 29) 
Keterangan: [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 
membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, 
karena umat merupakan suatu kesatuan. 
               …     
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]...” (al-Ma’idah: 
1) 
Keterangan: [388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada 
Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 
 ..                          …     
“… Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...”(al-Baqarah: 283) 
 
  
b. Al-Hadits 
1. Hadits Nabi riwayat Thabrani: 
 ِبَِّلطُمْلا ِدْبَع ُنْب ُساَّبَعْلا َانُدِّيَس َناَك ىَلَع َطَر َتْشِا ًَةَبراَضُم َلاَمْلا َعَفَد اَذِإ
  َتاَذ ًةَّباَد ِِوب َيَِتَْشَي َلاَو ،ًايِداَو ِِوب َِلزْن َي َلاَو ،اًرَْبَ ِِوب َكُلْسَي َلا ْنَأ ِوِبِحاَص
 َلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر ُُوطْرَش َغَل َب َف ،َنِمَض َكِلَذ َلَع َف ْنَِإف ،ٍةَبْطَر ٍدِبَك ِوْي
.)سابع نبا نع طسولأا فى نيابرطلا هاور( َُهزاَجََأف َمَّلَسَو ِِولآَو 
Hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 
Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara 
Mudharabah Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 
lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika 
menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab 
atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 
Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani). 
2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 
 َمَّلَسَو ِِولآَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ  ،ٍلَجَأ َلَِإ ُعْي َبَْلا :ُةََكر َبْلا َّنِهْيِف ٌثَلاَث :َلَاق
 ِعْي َبِْلل َلا ِتْي َبِْلل ِْيِْع َّشلِاب ِّر ُبْلا ُطْلَخَو ،ُةَضَراَقُمْلاَو )بيهص نع وجام نبا هاور( 
Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 
secara tunai,muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu 
Majah dari Shuhaib). 
3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari „Amr bin ‘Auf: 
 َنوُمِلْسُمْلاَو اًمَارَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َيِْمِلْسُمْلا َْيْ َب ٌِزئاَج ُحْلُّصَلا
.اًمَارَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِإ ْمِهِطوُرُش ىَلَع 
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“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 
4. Hadis Nabi: 
 َرَرَضَلا  َرَارِضَلاَو )يردلخا ديعس بيأ نع اهميْغو نيطقرادلاو وجام نبا هاور( 
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR, Ibnu 
Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri). 
c. Ijma 
Imam zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah (4/13), telah menyatakan 
bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan 
harta yatim secara mudharabah, kesepakatan para sahabat ini sejalan 
dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al-amwal (454). 
2.2.2 Rukun Mudharabah 
Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah: 
1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 
Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama 
bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua 
bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). 
2. Objek mudharabah (modal dan kerja) 
Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang 
dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya 
sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan 
kerjanya sebagai objek mudharabah. Dalam hal modal mudharabah para 
  
fuqaha telah sepakat tentang tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, 
melainkan modal diberikan secara tunai. 
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 
Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 
mengikatkan diri dalam akad mudharabah. 
4. Nisbah keuntungan 
Rukun in merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang 
tidak didapat dalam akad jual beli. Nisbah ini merupakan imbalan yang 
berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. 
2.3 Teori Keagenan (Agency Theory) 
Agency theory adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara 
principal dan agent, dimana principal mendelegasikan wewenang kepada agent 
dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan 
(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Maharani, 2008). Teori keagenan menyatakan 
adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu 
investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam 
bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”nexus of contract” 
(http://ekonomi.untag-smd.ac.id). Dalam perbankan, hubungan ini terjadi antara 
pihak bank sebagai principal dan nasabah peminjam sebagai agent. Masalah yang 
terjadi dalam hubungan keagenan disebabkan adanya perbedaan kepentingan 
antara principal dan agent sehingga masing-masing pihak saling berusaha 
meningkatkan kepentingannya. Konflik kepentingan antara principal dan agent 
terjadi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. Agent mungkin berbuat 
atau menjalankan usaha tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan pihak 
principal. 
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Permasalahan lain yang timbul dalam teori keagenan adalah terjadinya 
Asymmetric information yaitu informasi yang tidak seimbang antara principal dan 
agent, dimana agent lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang 
dimodali oleh pihak principal. Hal ini nantinya akan menimbulkan biaya yang 
tinggi untuk mengawasi dan verifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
agent, dengan kata lain akan menimbulkan biaya keagenan (agency cost). 
Maharani (2008) menjelaskan secara spesifik agency problem yang terjadi dalam 
kontrak mudharabah adalah ketika kepentingan entrepreneur atau mudharib 
bertentangan dengan shahibul maal. Mudharib bertindak mengabaikan hubungan 
kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan 
shahibul maal. Pihak shahibul maal dalam kontrak mudharabah tidak 
diperbolehkan ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga mudharib 
memiliki informasi privat yang lebih besar dan membuka peluang asimetris 
informasi. 
2.3.1 Permasalahan Principal-Agent pada Akad Mudharabah 
Principal-agent adalah hubungan yang dimana principal mendelegasikan 
wewenang kepada agent dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambil 
keputusan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Maharani, 2008). 
Maharani (2008) menyebutkan permasalahan yang timbul dalam hubungan 
principal-agent yaitu, (1) Ketika pihak agent memiliki kepentingan yang berbeda 
dengan principal sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan 
kepentingan mereka. Agent yang seharusnya menjalankan amanah principal telah 
melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik 
principal. (2) Sulit dan mahalnya bagi principal untuk membuktikan usaha yang 
  
dilakukan agent. (3) Masalah pembagian risiko ketika principal dan agent 
memiliki perbedaan risiko yang ditanggung. 
Masalah principal-agent dalam akad mudharabah terjadi ketika kepentingan 
mudharib bertentangan dengan kepentingan pemilik dana. Dalam hal ini 
mudharib bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan akan bertindak tidak 
berdasarkan kepentingan pemilik dana. Sedangkan dalam akad mudharabah, 
pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan 
usaha sehingga mudharib memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan 
peluang terjadinya asymmetric information. 
Dalam akad mudharabah ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan 
kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk 
memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh 
mudharib, maka akses informasi bank terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. 
Dengan demikian terjadi asymmetric information di mana mudharib mengetahui 
informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. Hal ini dapat memicu 
timbulnya moral hazard dari mudharib, yakni mudharib melakukan hal-hal yang 
hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul maal. Antonio (2001: 
98) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam mudharabah, 
terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya: 
1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 
disebut dalam kontrak 
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja 
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. 
Untuk mengurangi risiko-risiko akibat asymmetric information, bank syariah 
dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan 
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pembiayaan kepada mudharib. Muhammad (2008: 69) mengatakan bahwa dalam 
kontrak mudharabah, ternyata mudharib melakukan penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka mudharib akan 
menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. 
Oleh karena itu, shahibul maal harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang 
dapat mengurangi kesempatan mudharib melakukan tindakan yang merugikan 
shahibul maal. 
Kontrak mudharabah dalam pembiayaaan perbankan syariah, merupakan 
suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya asymmetric information 
dalam hubungan antara principal (shahibul maal) dan agent (mudharib). Mishkin 
(2008: 50) mengemukakan bahwa dalam pasar keuangan, satu pihak seringkali 
tidak cukup mengetahui tentang pihak lain untuk membuat keputusan yang akurat. 
Ketidaksamaan ini disebut asymmetric information. Kurangnya informasi 
menciptakan masalah dalam sistem keuangan pada dua hal, yaitu sebelum 
transaksi dilakukan yaitu adverse selection dan sesudah transaksi terjadi yaitu 
moral hazard. Hal ini juga dikemukakan oleh Tarsidin (2010: 39) yang membahas 
asymmetric information menjadi 2 bagian, yaitu: 
2.3.2 Adverse Selection 
Adverse selection merupakan permasalahan asymmetric information yang 
terjadi ex ante, yakni sebelum disalurkannya kredit/pembiayaan. Adverse selection 
merupakan permasalahan yang timbul ketika pemilik dana memilih entrepreneur 
yang akan diberikan kredit/pembiayaan (Tarsidin, 2010: 43). Hal ini dikarenakan 
pemilik dana/shahibul maal tidak mengetahui dengan pasti karakteristik 
mudharib. Mishkin (2008 : 50) menjelaskan bahwa adverse selection dalam pasar 
  
keuangan terjadi ketika peminjam potensial yang kemungkinan besar 
membuahkan hasil yang tidak diinginkan (adverse) yaitu risiko kredit yang buruk. 
Irfandy (2010) menjelaskan bahwa adverse selection adalah masalah yang 
timbul dalam melakukan seleksi nasabah sebelum kontrak kredit atau pembiayaan 
dilakukan. Calon nasabah yang berisiko tinggi tentunya tidak akan pernah jujur 
mengatakan bahwa unit usaha yang diajukan kreditnya tergolong tinggi.  Kalau 
jujur, maka sudah pasti bank akan menolaknya atau setidaknya mengenakan premi 
risiko. 
Tarsidin (2010: 45) berpendapat bahwa pada kontrak bagi hasil, jumlah 
profit tidak diperjanjikan dalam kontrak. Skema bagi hasil ditetapkan dimuka dan 
akan tetap berlaku berapa pun profit yang diperoleh mudharib dari usaha atau 
proyek yang dijalankan. Dengan demikian, mudharib kurang termotivasi untuk 
mencapai suatu jumlah profit tertentu. Hal ini menyebabkan mudharib akan 
menyatakan bahwa dirinya memiliki karakteristik tinggi pada saat mengajukan 
kredit/pembiayaan dan memperoleh rasio bagi hasil yang tinggi untuk dirinya. 
Pemilik dana/shahibul maal akan menawarkan rasio bagi hasil yang lebih 
tinggi kepada mudharib yang memiliki karakteristik tinggi. Karena mudharib 
dengan karakteristik tinggi akan menghasilkan profit yang besar yang berdampak 
pada tingginya pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh pemillik 
dana/shahibul maal. Sedangkan untuk mudharib dengan karakteristik rendah, 
hanya ditawarkan rasio bagi hasil yang rendah juga baginya.  Dengan demikian, 
skema bagi hasil yang ditawarkan oleh pemilik dana/shahibul maal merupakan 
suatu alat seleksi. 
Kemungkinan mudharib akan berusaha menyatakan pada bank/shahibul 
maal bahwa dirinya memiliki karakteristik tinggi sehingga selayaknya 
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memperoleh kredit/pembiayaan dan rasio bagi hasil yang tinggi. Hal ini dapat 
menyebabkan timbulnya permasalahan adverse selection, yakni bank/shahibul 
maal salah memilih mudharib yang berhak memperoleh kredit/pembiayaan. 
Untuk mengatasi permasalahan adverse selection, pihak bank/shahibul maal 
perlu mengetahui karakteristik mudharib. Melalui analisis atas dokumen yang 
diajukan mudharib, shahibul maal bisa memperoleh sebagian informasi yang 
diperlukan untuk menilai karakteristik mudharib. Karakteristik mudharib tersebut 
dapat diketahui dengan tepat melalui suatu verifikasi yang berbiaya relatif besar. 
Selanjutnya Tarsidin (2010: 46) memberikan pendekatan lainnya yang tidak 
sepenuhnya mengandalkan pada verifikasi. Shahibul maal dapat menawarkan 
suatu skema bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi mudharib apabila 
mudharib menyatakan dengan benar karakteristiknya. Melalui skema bagi hasil 
tersebut diharapkan adanya pengungkapan informasi privat yang dimiliki oleh 
mudharib kepada shahibul maal. Skema bagi hasil tersebut harus dapat membuat 
mudharib menyatakan dengan sebenarnya karakteristiknya. 
Mudharib akan dihadapkan pada risiko bahwa dirinya tidak memperoleh 
kredit pembiayaan jika menyatakan dengan benar karakteristiknya. Di samping 
itu, mudharib juga dihadapkan pada kemungkinan bahwa dirinya memperoleh 
rasio bagi hasil yang lebih rendah jika menyatakan dengan benar karakteristiknya. 
Dengan demikian, pengungkapan informasi privat yang dimiliki oleh mudharib 
kepada shahibul maal hanya bisa dicapai jika skema bagi hasil tersebut incentive 
compatible (insentif yang diperoleh cukup).  
Mudharib yang bersedia memperoleh pembiayaan dengan rasio bagi hasil 
yang rendah mengindikasikan bahwa karakteristiknya rendah. Sedangkan 
mudharib dengan karakteristik yang tinggi tidak akan menerima kontrak bagi 
  
hasil yang menawarkan rasio bagi hasil yang rendah. Meskipun dengan rasio bagi 
hasil yang rendah tersebut mudharib tetap dapat memperoleh level utilitas tertentu 
yang diinginkannya, namun mudharib dengan katakterisik tinggi tersebut 
memiliki banyak alternatif pembiayaan lainnya yang menawarkan rasio bagi hasil 
yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa shahibul maal dapat menggunakan 
skema bagi hasil untuk menyeleksi mudharib dan menekan permasalahan adverse 
selection. 
 
 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Sumber: Tarsidin, 2010 
Gambar 2.2. : Adverse selection pada kontrak bagi hasil   
2.3.3 Moral Hazard 
Tarsidin (2010: 47) menjelaskan bahwa Moral hazard merupakan 
permasalahan yang timbul ketika mudharib menggunakan pembiayaan yang 
diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Tarsdin (2010: 47) yang 
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dikutip dari Holmstrom (1979) menyebutkan sumber dari moral hazard adalah 
asymmetric information, yakni tindakan agent tidak dapat diobservasi. Pada 
umumnya, observasi penuh atas tindakan  agent memerlukan biaya besar. 
Permasalahan moral hazard pada skema bagi hasil lebih besar daripada skema 
bunga mengingat dampaknya terhadap besaran bagi hasil. Pada skema bunga 
moral hazard dapat ditoleransi sepanjang debitur tidak default (melakukan 
kelalaian). Implikasi dari permasalahan asymmetric information khususnya moral 
hazard adalah perlunya dilakukan monitoring dan verifikasi atas upaya mudharib, 
yang tentunya memerlukan biaya besar. 
Irfandy (2010) menjelaskan moral hazard merupakan penyakit yang timbul 
setelah akad kredit/pembiayaan ditandatangani dan dana telah disalurkan.  Hukum 
alam mengatakan high return high risk atau kalau anda ingin untung besar maka 
risiko yang ditempuh harus lebih tinggi. Sedangkan Mishkin (2008: 51) 
mengemukakan bahwa moral hazard dalam pasar keuangan adalah risiko (hazard) 
bahwa peminjam terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan dari sudut 
pandang pemberi pinjaman, karena mereka kemungkinan kecil akan melunasi 
pinjamannya.  
Pemilik dana akan berusaha menawarkan skema bagi hasil yang dapat 
memaksimalkan  expected utility (tingkat kepuasan yang diharapkannya). Level 
yang cukup tinggi dari utilitas mudharib yang risk-averse (cenderung 
menghindari risiko) dapat dicapai melalui kombinsi antara level upaya yang tinggi 
disertai dengan rasio bagi hasil yang sedang atau kombinasi antara level upaya 
yang rendah disertai dengan rasio bagi hasil tinggi. 
Untuk mencapai kontrak bagi hasil yang optimal, perlu diperhitungkan 
beberapa hal, terutama permasalahan moral hazard. Selain observasi upaya 
  
mudharib, ada juga faktor stokastik atas profit yang diperoleh mudharib. Besaran 
faktor stokastik tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi  persaingan usaha 
dan perekonomian makro. Karena adanya faktor stokastik tersebut, shahibul maal 
tidak dapat menyimpulkan berapa tinggi level upaya mudharib berdasarkan 
jumlah profit yang dilaporkan mudharib. Profit yang tinggi tidak selalu berarti 
mudharib telah mengerahkan level upaya yang tinggi, demikian pula sebaliknya. 
Informasi tentang level upaya mudharib tersebut hanya diketahui oleh mudharib 
yang bersangkutan, pada kondisi inilah terjadi permasalahan moral hazard. 
Permasalahan moral hazard biasa terjadi pada kondisi dimana mudharib 
bersifat risk-averse (cenderung menghindari risiko). Ia akan lebih memilih level 
upaya diitingkat yang hanya sekedar memenuhi tingkat utilitas minimalnya saja. 
Untuk mengatasi ini, pemilik dana dapat memberikan insentif yang sesuai agar 
mudharib bersedia untuk meningkatkan level upayanya. 
Selain pada tingkat level upayanya yang dimana mudharib kurang 
mengerahkan upayanya, permasalahan moral hazard juga dapat berupa pelaporan 
jumlah profit yang tidak benar. Dalam hal ini mudharib akan memanipulasi 
jumlah profit yang dihasilkannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tujuan 
dari tindakan manipulasi ini, agar bagi hasil mudharib kepada pemilik dana lebih 
rendah dari yang seharusnya dibagikan. 
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         Sumber: Tarsidin, 2010 
Gambar 2.3. : Moral hazard pada kontrak bagi hasil 
2.4 Skema Bagi Hasil 
Ada beberapa bentuk skema bagi hasil, yang dalam hal ini dibedakan 
menurut dasar perhitungan pendapatan bagi hasil untuk masing-masing pihak. 
Tarsidin (2010: 20) menyebutkan antara lain: 
a. Profit-Sharing 
Sebagai dasar perhitungannya adalah profit yang diperoleh dari usaha yang 
dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Profit merupakan selisih antara 
penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga 
pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum dan 
administrasi. Penggunaan istilah profit-sharing dalam hal ini juga merujuk 
  
pula pada istilah profit-and-loss sharing, mengingat besaran profit yang 
bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi). 
b. Gross Profit Sharing 
Dasar perhitungannya adalah gross profit (laba kotor), yakni 
penjualan/pendapatan usaha dikurang dengan harga pokok penjualan/biaya 
produksi. Dengan skema ini, pihak-pihak yang berkontrak tidak 
menghadapi kepastian di sisi biaya penjualan dan biaya umum dan 
administrasi. 
c. Revenue-Sharing 
Dasar perhitungannya adalah penjualan/pendapatan usaha. Dalam hal ini 
pemilik dana hanya menghadapi kepastian atas tinggi rendahnya 
penjualan/pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas 
biaya-biaya usaha (harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan 
dan biaya umum dan administrasi). 
Tarsidin (2010: 23) selanjutnya berpendapat bahwa dari ketiga skema bagi 
hasil diatas, skema profit-sharing (profit-and-loss sharing) merupakan bentuk 
skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah dalam 
pembiayaaan mudharabah dan musyarakah. Namun saat ini skema profit-sharing 
tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah beranggapan 
bahwa risikonya tinggi. Bank syariah di Indonesia saat ini lebih banyak 
menggunakan skema revenue-sharing. 
2.4.1 Permasalahan Skema Bagi Hasil 
Alasannya beberapa pemilik dana (shahibul maal) menolak menggunakan 
skema bagi hasil antara lain disebabkan anggapan bahwa skema bagi hasil itu 
tidak efisien, sedangkan dari pihak pelaksana usaha (mudharib) disebabkan skema 
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bagi hasil dinilai tidak incentive compatible. Tarsidin (2010: 25) menyebutkan 
bahwa penerapan skema bagi hasil tersebut diasosiasikan dengan tingginya biaya 
monitoring dan verifikasi, karena dengan skema bagi hasil standar (yang tidak 
didesain sedemikian rupa untuk mencapai optimalisasi pihak-pihak yang 
berkontrak) memang permasalahan moral hazard yang ditimbulkan besar dan 
sebagai implikasinya biaya monitoring dan verifikasi  juga besar. Oleh karena itu, 
tentunya perlu di desain skema bagi hasil yang optimal, yang secara efisien dapat 
mendorong mudharib untuk menggunakan dananya dengan cara-cara dan upaya 
terbaik serta. 
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan skema bagi hasil, 
antara lain berupa tingginya biaya monitoring dan verifikasi untuk mengatasi 
permasalahan principal-agent berupa moral hazard. Di samping itu terdapat pula 
permasalahan adverse selection. Adverse selection merupakan masalah yang 
timbul ketika pemilik dana memillih pelaksana usaha yang akan diberikan 
kredit/pembiayaan. Permasalahan tersebut timbul karena pemilik dana tidak 
mengetahui dengan pasti tipe/karakteristik pelaksana usaha. Sementara itu moral 
hazard merupakan permasalahan yang timbul ketika pelaksana usaha 
menggunakan kredit/pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
Muhammad (2008: 4) berpendapat bahwa kontrak mudharabah adalah 
kontrak keuangan yang sarat dengan asymmetric information, bahkan asymmetric 
information merupakan suatu yang pasti terjadi dalam kontrak mudharabah. 
Implikasi dari permasalahan asymmetric information tersebut adalah bahwa biaya 
monitoring dan verifikasi pada skema bagi hasil diperkirakan lebih besar daripada 
  
skema bunga. Monitoring dan verifikasi atas besarnya profit sangat menentukan 
besarnya pendapatan bagi hasil sehingga tentunya perlu dilakukan lebih intensif. 
Permasalahan moral hazard merupakan masalah terbesar yang dihadapi pada 
penerapan skema bagi hasil. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 
mendesain suatu skema bagi hasil yang dapat dengan efisien mendorong pihak-
pihak yang berkontrak melakukan upaya terbaiknya. 
2.4.2 Optimalisasi Skema Bagi Hasil 
Tarsidin (2010: 6) menjelaskan skema bagi hasil yang optimal, yakni skema 
yang secara efisien dapat mendorong mudharib untuk melakukan upaya atau 
tindakan terbaiknya dan menekan permasalahan moral hazard. Hal-hal utama 
yang berpengaruh dalam skema bagi hasil adalah pengungkapan karakter nasabah 
yang benar, jumlah bagi hasil yang diharapkan oleh kedua belah pihak, level 
upaya nasabah dan pelaporan hasil profit yang dihasilkan yang nantinya akan 
dibagikan antara shahibul maal dan mudharib. Jensen dan Meckling (1976) dalam 
Muhammad (2008: 69) menjelaskan dalam praktik keuangan modern, ada dua 
cara yang dapat dilakukan pemilik dana  (shahibul maal) untuk mengurangi risiko 
akibat tindakan nasabah (mudharib) yang merugikan, yaitu: (1) pemilik modal 
melakukan pengawasan (monitoring) dan (2) nasabah sendiri melakukan 
pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding). Implikasi kedua kegiatan ini 
adalah: (1) dapat mengurangi kesempatan penyimpangan nasabah sehingga nilai 
perusahaan (proyek) meningkat dan (2) akan memunculkan biaya sehingga akan 
berdampak mengurangi nilai perusahaan/proyek. Kedua cara yang dilakukan oleh 
pemilik modal (shahibul maal) tersebut juga sejalan dengan hadits Nabi bahwa: 
”Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli 
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ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, Ia (mudharib) harus 
menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu 
didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari 
Ibnu Abbas) 
Untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kontrak 
mudharabah pada perbankan syariah, pemilik dana perlu mendesain suatu skema 
bagi hasil yang dapat menekan permasalahan asymmetric information. 
Muhammad (2008: 81) menjelaskan untuk mengurangi permasalahan agency pada 
kontrak mudharabah, pemilik dana dapat menerapkan screening terhadap 
atribut/kriteria proyek dan atribut/kriteria mudharib. Dalam hal ini ada beberapa 
atribut/kriteria proyek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan 
mudharabah, yaitu: 
1. Memiliki risiko bisnis minimal, yaitu penyimpangan hasil aktual bisnis 
yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan. 
2. Sistem informasi akuntansi yang tertib, transparan dan benar dalam 
pelaporan keuangan. 
3. Biaya pemantauan proyek yang rendah. 
4. Proyek memiliki tingkat return baik. 
5. Proyek memiliki tingkat kesehatan yang baik, diukur dari rasio 
keuangan dan manajemen yang baik. (dilihat dari return on asset, 
return on invesment, rentabilitas, liquiditas, solvabilitas dan lainnya) 
6. Jaminan atas proyek. 
7. Arus kas proyek, yaitu untuk mencocokkan antara target pendapatan 
bank  dari yang diharapkan dengan hasil aktual bank. 
8. Jangka waktu atau lamanya waktu pembiayaan yang disepakati antara 
kedua belah pihak. 
  
9. Usia/lama proyek yang telah berlangsung (dalam hal ini untul 
pembiayaan proyek yang telah berjalan). Dalam hal ini Muhammad 
(2008: 114) berpendapat bahwa proyek yang belum mencapai usia 
minimal 3 tahun sangat dimungkinkan sulit untuk mendapat 
pembiayaan dengan kontrak mudharabah. 
10. Proyek memiliki prospek yang baik. 
11. Kelangsungan/keberlanjutan perkembangan usaha kedepannya. 
12. Klausal dan persyaratan kontrak atas proyek. 
Sedangkan untuk atribut/kriteria mudharib yang layak dibiayai dengan 
kontrak mudharabah adalah mudharib yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Memiliki keahlian/kemampuan pada bidangnya. 
2. Dikenal oleh pasar, yaitu sudah memiliki nama dan popular dikalangan 
rekanan bisnis dan masyarakat pada umumnya. 
3. Mampu mengoreksi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis. 
4. Memiliki jaminan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan yang dillakukan oleh mudharib. 
5. Berasal dari keluarga pebisnis. 
6. Mudharib memiliki komitmen yang tinggi atas usahanya. 
7. Memiliki wawasan, kreatif, inovtif dan dapat menjelaskan serta 
meyakinkan para calon pembelinya. 
8. Memiliki usaha sendiri, yaitu jelasnya suatu kepemilikan objek yang 
ditransaksikan. 
9. Memiliki hubungan historis dengan pemilik dana. 
10. Mampu menangkap peluang bisnis. 
11. Track-record mudharib.  
40 
 
Sedangkan Tarsidin (2010: 78) menyebutkan beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan dalam membuat skema bagi hasil, yaitu: 
1. Bagi hasil, besarnya nominal bagi hasil yang optimal antara pemilik dana 
dan mudharib ditentukan oleh beberapa factor, yaitu: 
1. Profit 
Profit yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan dari 
pemilik dana ditentukan oleh dua komponen, yakni pendapatan dan 
biaya usaha. Biaya usaha berupa segala biaya moneter yang timbul 
dalam kegiatan menghasilkan pendapatan. Biaya usaha tersebut 
merupakan biaya operasional, seperti biaya produksi, penjualan dan 
administrasi yang dikeluarkan oleh mudharib dalam menjalankan 
usahanya. Besarnya profit tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 
sebagai berikut: 
a. Level Upaya 
b. Jumlah Pembiayaan 
c. Produktivitas 
d. Ketidakpastian 
e. Adverse Selection 
2. Skema Bagi Hasil 
Besarnya nominal bagi hasil yang diterima pemilik dana dan 
mudharib ditentukan oleh berapa besar porsi bagi hasil untuk 
masing-masing pihak. 
Tarsidin (2010: 90) lebih lanjut berpendapat bahwa desain skema bagi hasil 
yang optimal adalah berupa rasio bagi hasil dan level upaya mudharib yang 
optimal. Kontrak bagi hasil akan optimal jika kontrak tersebut incentive 
  
compatible dan sejalan dengan willingness to pay mudharib. Selain itu, kontrak 
bagi hasil juga harus dapat memberikan tingkat utilitas yang diharapkan pemilik 
dana. Jadi, dalam hal ini selain mempertimbangkan incentive competible 
constraint, pihak bank juga harus mempertimbangkan willingness to pay 
mudharib/nasabah.  
Menurut Tarsidin (2010: 24) keengganan pemilik dana untuk menggunakan 
skema bagi hasil antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa skema bagi hasil itu 
tidak efisien, sedangkan keengganan entrepreneur disebabkan skema bagi hasil 
dinilai tidak incentive compatible. Hal ini disebabkan tingginya biaya monitoring 
dan verifikasi dalam penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah. Tingginya 
biaya monitoring dan verifikasi ini adalah implikasi dari timbulnya permasalahan 
moral hazard yang akan berimplikasi pada tinggi biaya monitoring dan verifikasi. 
Perlunya mendesain suatu skema bagi hasil yang optimal pada pembiayaan 
dengan akad mudharabah dinilai merupakan cara yang efisien agar dapat 
mendorong mudharib untuk menggunakan dana pembiayaan yang disalurkan oleh 
shahibul maal dengan upaya terbaiknya dalam menjalankan usaha yang dibiayai 
dan melaporkan pendapatan yang diperolehnya dengan benar. 
Dalam pembiayaan dengan akad mudharabah antara shahibul maal dan 
mudharib sama-sama menginginkan hasil yang maksimal dari kerjasama usaha 
yang dilakukan. Pada pembiayaaan dengan akad mudharabah masing-masing 
pihak akan berusaha memaksimalkan utilitasnya masing-masing atau kepuasan 
relatif yang ingin dicapai. Tarsidin (2010: 70) lebih lanjut menjelaskan ketika 
masing-masing pihak berusaha memaksimalkan expected utility (utilitas yang 
diharapkannya) dengan meminta porsi bagi hasil yang besar, maka 
konsekuensinya berupa expected utility pihak lain akan rendah. Hal ini disebabkan 
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karena salah satu pihak memaksimalkan utilitasnya sehingga utilitas pihak lain 
akan rendah. 
Tarsidin (2010: 71) lebih lanjut menjelaskan maskimalnya profit yang 
dihasilkan oleh mudharib akan memaksimalkan utilitas pihak-pihak yang 
berkontrak. Untuk membuat profit lebih tinggi, shahibul maal harus dapat 
mendorong mudharib untuk melakukan upaya terbaiknya melalui skema bagi 
hasil yang ditawarkan kepada mudharib. Dalam hal ini utilitas bagi kedua belah 
pihak dibentuk oleh dua variabel utama, yakni rasio bagi hasil dan upaya 
mudharib. Dalam hal ini akan terjadi tawar-menawar dalam menentukan skema 
bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib. Pada akhirnya, dari tawar-menawar 
yang terjadi akan menciptakan suatu kesepakatan dimana masing-masing pihak 
rela untuk tidak mencapai utilitas tertingginya dan akan saling membagi 
menurunkan utilitasnya hingga titik yang seimbang di antara kedua bela pihak. 
Tarsidin (2010: 40) mengungkapkan karakter mudharib akan menentukan 
produktivitasnya dalam menghasilkan profit dan prioritas terhadap level upaya 
yang akan dilakukannya. Kesalahan dalam penilaian produktivitas mudharib 
dalam menghasilkan profit dan prioritas mudharib terhadap level upaya yang akan 
dilakukan akan berdampak langsung pada utilitas shahibul maal, karena kedua hal 
tersebut akan sangat menentukan besarnya profit dan pendapatan bagi hasil yang 
akan diterima shahibul maal. Permasalahan adverse selection terkait dengan 
informasi privat atas karakter mudharib. 
Dalam hal permasalahan adverse selection Tarsidin (2010: 124) berpendapat 
dalam mengatasi masalah adverse selection, shahibul maal dapat mendorong 
mudharib untuk memberikan informasi yang benar mengenai dirinya dengan 
skema bagi hasil yang ditawarkan kepada mudharib perlu disertai dengan 
  
pemberian information rent/insentif apabila mudharib menyatakan dengan benar 
mengenai karakteristiknya. Dalam hal ini memungkinkan mudharib mendapat 
rasio bagi hasil yang lebih baik baginya jika mudharib tersebut mengungkapkan 
karakteristiknya dengan benar. Dalam menilai karakter mudharib, bank/shahibul 
maal tidak serta merta memberikan rasio bagi hasil yang lebih besar kepada 
mudharib yang mengungkapkan karakternya dengan benar, faktor tingkatan profit 
yang diharapkan bank, level upaya mudharib, produktivitas dan jumlah 
pembiayaan yang akan diberikan juga berpengaruh. Pengungkapan karakter 
mudharib hanya merupakan salah satu faktor terbentuknya skema bagi hasil yang 
optimal. Pengungkapan informasi yang benar mengenai karakter mudharib 
nantinya akan berdampak pada penilaian level upaya dan perkiraan profit yang 
dapat dihasilkan mudharib yang tepat. Hal ini nantinya akan dapat menekan 
permasalahan moral hazard pada saat pembiayaan telah berlangsung. 
Tarsidin (2010: 90) mengemukakan bahwa melalui skema bagi hasil yang 
optimal, shahibul maal  berharap dapat mendorong mudharib untuk melakukan 
upaya terbaik sehingga  hal tersebut akan dapat menghasilkan profit yang tinggi. 
Solusi yang dihasilkan melalui skema bagi hasil yang optimal berupa rasio bagi 
hasil dan level upaya mudharib yang optimal. Penetapan skema bagi hasil yang 
tidak tepat dalam pembiayaan dengan akad mudharabah akan berdampak pada 
timbulnya masalah moral hazard. Dalam menghadapi moral hazard, 
pembentukan skema bagi hasil yang optimal merupakan solusi yang baik bagi 
shahibul maal dan mudharib. Skema bagi hasil yang optimal, yaitu skema bagi 
hasil yang dapat mendorong level upaya mudharib dan rasio bagi hasil.  
Tarsidin (2010: 93) berpendapat bahwa biaya monitoring dan verifikasi akan 
dibebankan dengan hasil yang diterima dari usaha terkait. Menghadapi hal 
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tersebut, mudharib tentunya akan menekan moral hazard guna mengurangi biaya 
monitoring dan verifikasi. Hal ini dikarenakan tingginya biaya yang dikeluarkan 
untuk monitoring dan verifikasi mudharib yang nantinya berdampak pada lebih 
kecilnya pendapatan yang harus diterima mudharib. Dalam pembiayaan dengan 
akad  mudharabah, mudharib memiliki kontrol yang baik atas tingkatan upayanya 
maupun nominal bagi hasilnya. Hal ini disebabkan karena mudharib yang 
membuat laporan tentang hasil usaha, sehingga mudharib dapat menentukan 
pendapatan yang dihasilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Desember 2011 sampai 
dengan selesai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang merupakan salah 
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang keuangan 
yang berada di Jl. A.P. Pettarani, Ruko Sardony No. 1 – 2 Panakkukang, 
Makassar. 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
 Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur akuntansi 
syariah dan kepustakaan lainnya guna penyusunan landasan teori serta 
teori-teori yang berkaitan dengan akuntansi syariah khususnya yang 
berkaitan dengan akad mudharabah dan permasalahan principal-agent 
yang timbul dalam pembiayaan mudharabah. Peneliti juga 
mempelajari  peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan 
lembaga lainnya yang  berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan melalui 
wawancara dengan pihak manajemen bank syariah yang akan diteliti. 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang  dilakukan oleh 
peneliti untuk mendapatkan data primer langsung kepada pihak-pihak 
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yang bersangkutan dengan obyek yang diteliti. Wawancara yang 
dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, dimana peneliti berusaha 
menggali lebih dalam informasi yang didapatkan tentang objek yang 
diteliti, sehingga peneliti mendapatkan gambaran permasalahan lebih 
lengkap. Wawancara yang dilakukan berhubungan dengan proses 
mendesain dan mengoptimalkan skema bagi hasil antara pihak bank 
dengan nasabah dan dampaknya terhadap permasalahan principal-
agent yang timbul dalam pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, 
melalui laporan berkala yang selama ini dihasilkan oleh perusahaan, 
peneliti akan memperoleh data, baik data kualitatif maupun data 
kuantitatif yang akan menjadi data tambahan dalam penelitian ini. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 
a. Data kualitatif, merupakan data yang berhubungan dengan data non 
angka yang bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan 
dan gambaran umum perusahaan. 
b. Data kuantitatif, merupakan data yang berhubungan dengan angka-
angka, seperti laporan keuangan. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian 
lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan 
pihak Bank BNI Syariah Cabang Makassar, yaitu Divisi Pemasaran 
Pembiayaan. 
  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
perusahaan yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber 
lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 
3.4 Metode Analisis 
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis 
deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi 
dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, 
menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai cara-cara dan 
tahapan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam 
mendesain dan mengoptimalkan skema bagi hasil dan dampaknya dalam 
menangani masalah principal-agent dalam pembiayaan mudharabah  pada PT. 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Singkat BNI Syariah 
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 
perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan 
dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 
yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, 
pada tanggal tanggal 29 April 2000, didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 
dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 
Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 
dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 
Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 750 outlet 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional 
perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 
Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf 
Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga 
telah memenuhi aturan syariah. 
Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status 
UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut 
terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai 
Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak 
  
terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan 
diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, 
komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat 
dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 
meningkat. 
Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan  UUS BNI yang di 
dalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses 
independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang 
diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI 
membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga 
terbentuk PT. Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 
2010. 
1. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI 
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan 
sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (Tiga) pilarnya yaitu 
adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 
terhadap sistem perbankan yang lebih adil. 
Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang Syariah dengan tujuan 
untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syariah BNI yang 
beroperasi pada Tanggal 29 april 2000 sebagai Unit Usaha Syariah 
(UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang 
yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Pada 
Tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 
dilakukan penyusunan corporate plan  yang di dalamnya termasuk 
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rencana independensi BNI syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 
2005 Proses Independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan 
otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 
2009, BNI membentuk Tim implemenntasi Pembentukan Bank Umum 
Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada 
pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor 
cabang pembantu. 
Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan 
teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang 
meliputi kantor cabang BNI, Jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM 
bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga internet banking. 
2. Pemisahan (Spin off) Unit usaha Syariah BNI  
Proses spin off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank 
Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk 
pendirian BNI Syariah dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 
Februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT.Bank BNI Syariah. 
Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, 
Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. ke dalam PT. BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta 
Pendirian PT. Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia 
Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya 
Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahaan melalui 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor AHU-15574. AH.01.01, Tanggal 25 Maret 2010. 
  
Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 mei 2010, 
melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
12/41/KEP.GBI/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank BNI 
Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 juni 
2010. 
Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan spin off UUS 
BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut: 
a. Aspek Eksternal 
Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, 
Pertumbuhan bisnis dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. 
Regulasi untuk industri perbankan syariah kian kondusif dengan 
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 juli 
2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang nomor 19 Tahun 
2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha 
Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank 
Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang 
berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah 
strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa 
depan. 
Di sisi pertumbuhan industri, dalam 5 tahun terakhir perbankan 
syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan di 
mana total pembiayaan, dana dan aset bertumbuh sebesar 34% per 
tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan 
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angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing 
untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian, 
jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang 
pengembangan syariah masih sangat terbuka luas. 
Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen 
yang kian meningkat. Dari hasil survei yang dilakukan di tahun 2000-
2001 di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatra bahwa nasabah masih 
meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang 
dioperasikan secara Dual Banking System (UUS). Untuk menghindari 
keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya 
pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi 
Bank Umum Syariah. 
b. Aspek Internal 
Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Corporate Plan tahun 20003 bahwa status UUS bersifat 
sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk 
proses pemisahan. Oleh karenanya, dalam pengembangan bisnisnya 
UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur 
dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. 
Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam 
bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya 
manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi 
sebuah entitas bisnis yang independen. 
Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya 
spin off, yakni: 
  
1. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama 
dalam industri perbankan syariah. 
2. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial 
baik domestik maupun global. 
3. Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis. 
4. Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam 
mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya. 
5. Pemisahan (spin off) akan mendorong berjalannya praktik-praktik 
terbaik (market best practice) dan tata kelola perusahaan yang 
baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada 
gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktivitas bisnis 
yang lebih baik. 
Dari aspek strategis dengan dilakukannya spin off diharapkan 
akan memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku 
kepentingan, antara lain: 
a. Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah 
b. Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra 
c. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
d. Meningkatkan struktur permodalan 
e. Memberikan manfaat bagi pemegang saham 
f. Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan 
syariah 
g. Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah. 
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4.1.2. Visi dan Misi 
1. Visi: Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 
layanan dan kinerja. 
2. Misi: 
a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 
kelestarian lingkungan. 
b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 
syariah. 
c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
4.1.3. Budaya Kerja BNI Syariah 
Budaya Kerja: Nilai-nilai (values) dan keyakinan (beliefs) yang menjadi 
pedoman dalam berperilaku, yang dinilai penting bagi kelangsungan suatu 
organisasi. Budaya kerja BNI Syariah antara lain: 
1. Pentingnya budaya kerja 
Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu lama, terbukti 
merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh yang 
menunjang visi organisasi. budaya kerja dapat terlihat dalam berbagai 
aspek, seperti: 
a. Suasana kerja. 
b. Sistem dan prosedur. 
c. Peraturan dan kebijakan. 
d. Perilaku karyawan sehari-hari. 
  
e. Perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan. 
Nilai-nilai budaya kerja adalah pondasi organisasi untuk kesamaan 
komitmen, berpikir dan bertindak, menjalankan misi dan mencapai visi 
organisasi tersebut. 
2. Deployment budaya kerja 
Agar budaya kerja betul-betul terbentuk dan menjadi acuan bagi segenap 
pegawai, maka perlu ada metode deployment budaya kerja yang 
tersistem. 
Metode Deployment budaya kerja antara lain meliputi: 
a. Penguraian budaya kerja menjadi panduan perilaku. 
b. Proses awareness misalnya melalui pelatihan dan sosialisasi. 
c. Mentoring, coaching dan konseling budaya kerja. 
d. Peraturan dan kebijakan yang sejalan dengan budaya kerja. 
e. Sistem remunerasi, reward dan punishment. 
f. Tata tertib. 
g. Metode pengukuran keberhasilan budaya kerja. 
3. Amanah 
a. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab 
untuk memperoleh hasil yang optimal. 
b. Profesional dalam menjalankan tugas. 
c. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab. 
d. Jujur, adil dan dapat dipercaya. 
e. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan. 
4. Jamaah 
a. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban   
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b. Bekerjasama secara rasional dan sistematis 
c. Saling mengingatkan dengan santun 
d. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif 
4.2. Susunan Organisasi PT. Bank BNI Syariah 
Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama (Independen): Achjar Ilyas 
 Komisaris Independen: Sofyan Syafri Harahap 
 Komisaris Independen: Acep Riana Jayaprawira 
Dewan Direksi 
 Direktur Utama: Rizqullah 
 Direktur Bisnis: Bambang Widjanarko 
 Direktur Kepatuhan dan Penunjang: Imam Teguh Saptono 
Dewan Pengawas Syariah 
 Ketua: K.H. Ma‟ruf Amin 
 Anggota: Hasanuddin 
4.3. Struktur Organisasi Kantor Cabang 
Lampiran I 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
5.1 Fasilitas Pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar 
PT. Bank BNI Syariah selain menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk giro, tabungan atau deposito, Bank BNI Syariah juga menyalurkan dana 
kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pendanaan baik itu untuk keperluan 
konsumtif ataupun modal usaha. Kegiatan Bank BNI Syariah dalam menghimpun 
dan menyalurkan dananya berlandaskan dengan akad-akad yang telah diatur 
dalam fiqih muamalah Islam. Selain menjalankan fungsinya sebagai 
intermediaries antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 
kelebihan dana, Bank BNI Syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa 
perbankan kepada nasabah, seperti: Sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah 
(sewa). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 
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Sumber: Modul DPK Bank BNI Syariah 
Gambar 5.1. : Alur Pengelolaan Dana 
 
Gambar di atas menjelaskan bagaimana alur pengelolaan dana, dana yang 
bersumber dari masyarakat kemudian disalurkan dengan beberapa macam prinsip, 
antara lain bagi hasil, margin (jual-beli) dan Ujrah (sewa). Hal ini sesuai dengan 
penjelasan Karim (2004: 97) yang menjelaskan prinsip-prinsip bank syariah yang 
terdiri dari Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/Al-Wadiah), Bagi Hasil 
(Profit Sharing), Jual Beli (Sale and Purchase/Al-Bai’) dan Sewa (Operating 
Lease and Financial Lease). Untuk penyaluran dana ke masyarakat yang 
bersumber dari menghimpun dana masyarakat yang memiliki dana lebih, Bank 
BNI Syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan 
syariah Islam. Bagian Asisten Pembiayaan Produktif menjelaskan: 
“pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” 
  
 
Bank BNI Syariah membagi 2 bentuk pembiayaan, yaitu Pembiayan 
Konsumtif Syariah adalah suatu kesepakatan bersama dalam pengadaan barang 
yang didasarkan pada transaksi “jual-beli” yang didudukkan dalam suatu akad 
sesuai syariah Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sedangkan 
Pembiayaan Produktif Syariah adalah suatu kerjasama dalam 
pengelolaan/pengembangan usaha melalui penambahan dana/modal atau melalui 
pengadaan alat-alat produksi yang didudukkan dalam suatu akad sesuai syariah 
Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. 
Penyaluran pembiayaan PT. Bank BNI Syariah menggunakan beberapa 
macam akad yang berlandaskan Syariah Islam, antara lain mudharabah, 
musyarakah, murabahah dan Rahn. Salah satunya akad yang digunakan dalam 
pembiayaan produkif pada PT. Bank BNI Syariah adalah akad mudharabah. Akad 
mudharabah ini digunakan pada beberapa pembiayaan, antara lain: 
1. Pembiayaan kerjasama lingkage program iB Hasanah 
2. Pembiayaan kerjasama kopkar/kopeg iB Hasanah 
3. Pembiayaan Usaha kecil iB Hasanah 
4. Pembiayaan Usaha besar iB Hasanah 
PT. Bank BNI Syariah juga menggunakan dua bentuk mudharabah pada 
produk pembiayaannya, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah 
muqayyadah. PT. Bank BNI Syariah menggunakan akad mudharabah dalam 
pembiayaan produktifnya karena pembiayaan produktif  bersifat kerjasama, yaitu 
kerjasama antara bank sebagai Shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. 
Sehingga akad yang sesuai dan dapat digunakan dalam pembiayaan produktif 
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berdasarkan Syariah Islam adalah akad mudharabah. Hasil wawancara dengan 
bagian Asisten Pembiayaan Produktif menjelaskan: 
“Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan melalui 
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/Bank 
(shahibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan 
mudharib/nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan 
jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati  dalam 
kontrak.” 
 
Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah 
dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu 
akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul 
maal/LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua 
(mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di 
antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 
5.2 Pembiayaan Produktif dengan Akad Mudharabah pada PT. Bank BNI 
Syariah 
Pembiayaan produktif  merupakan pembiayaan yang bersifat kerjasama. Di 
dalamnya terdapat hubungan antara dua pihak yang saling bersepakat untuk 
bersama-sama membangun usaha yang salah satunya bertindak sebagai penyedia 
modal usaha dan yang satunya lagi sebagai pihak yang menjalankan 
usaha/pengelola usaha. Dalam hal ini, Bank BNI Syariah sebenarnya hanya 
bertindak sebagai perantara yang mempertemukan shahibul maal dan mudharib. 
Karim (2004: 211) menjelaskan hubungan ini disebut investasi tidak langsung 
(indirect financing).  
Pembiayaan produktif Bank BNI Syariah menggunakan beberapa akad yang 
sesuai dengan syariah Islam, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Untuk 
  
akad mudharabah bank sebagai penyetor modal usaha 100% kepada pengelola 
usaha/nasabah. Sedangkan akad musyarakah, bank hanya menyetor sebagian 
modal dari keseluruhan modal yang dibutuhkan nasabah dalam menjalankan 
usahanya karena nasabah sendiri telah memiliki modal usaha dan bank sebagai 
penyedia sebagian lagi modal nasabah. 
Analis pembiayaan Produktif PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar 
mengatakan dalam perhitungan skema bagi hasil yang menjadi dasar perhitungan 
bagi hasil dalam akad mudharabah yaitu EBITDA (Earning before interest, taxes, 
depreciation and amortization) yaitu laba bersih ditambahkan kembali dengan 
beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Dalam sebuah artikel menjelaskan 
pihak bank biasanya menggunakan perhitungan EBITDA karena beban dan 
pendapatan bunga tidak diperhitungkan karena tidak berkaitan dengan kegiatan 
utama perusahaan. Begitu juga pajak, besar-kecilnya tergantung pada kebijakan 
pemerintah bukan dari usaha perusahaan. Selanjutnya depresiasi dan amortisasi, 
disebut juga biaya non kas karena perusahaan tidak mengeluarkan uang untuk 
jenis biaya ini (http://www.investasi-saham.com). 
5.2.1 Rukun Akad Mudharabah pada Pembiayaan Produktif PT. Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar 
PT. Bank BNI Syariah menetapkan rukun mudharabah berdasarkan Fatwa 
DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Mudharabah. 
Adapun rukun yang ada dalam akad mudharabah pada pembiayaan produktif 
Bank BNI Syariah, yaitu: 
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1. Shahibul maal/bank dan mudharib/nasabah harus cakap hukum  
2. Pernyataan Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan) harus dinyatakan 
oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
- Penawaran dan penerimaan harus jelas dinyatakan di dalam 
akad/kontrak 
- Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak 
- Akad dinyatakan secara tertulis  
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau barang yang diberikan oleh 
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat: 
- Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya 
- Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang 
- Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad. 
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan: 
- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak 
- Bagian keuntungan proporsional bagi kedua pihak diketahui dan 
dinyatakan pada waktu kontrak disepakat dan harus dalam bentuk 
persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan 
- Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan 
  
- Penyedia dana menanggung semua kerugian apapun, kecuali 
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran 
kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan modal 
yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut: 
- Penyedia dana tidak boleh mempersempit pengelola dana, sehingga 
menghalangi tercapainya tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan. 
- Pengelola dana tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan akad mudharabah dan harus 
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. 
5.2.2 Alur Pembiayaan Produktif pada PT. Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar 
1. Nasabah datang ke Bank BNI Syariah untuk memperoleh 
pembiayaan, baik itu berupa pembiayaan konsumtif maupun 
pembiayaan produktif. 
2. Selanjutnya akan ditangani oleh bagian Asisten Pembiayaan, disini 
calon nasabah akan diberikan informasi mengenai pembiayaan 
yang cocok dengan keperluan calon nasabah, wawancara awal dan 
permintaan berkas yang diperlukan bank. 
3. Dari bagian Asisten Pembiayaan berkas selanjutnya diberikan ke 
Bagian Operasional untuk diperiksa kelengkapan berkas calon 
nasabah dan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas calon nasabah 
dikembalikan ke Asisten Pembiayaan. 
4. Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diberikan ke 
Penyelia Pembiayaan untuk kemudian diperiksa. Penyelia akan 
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memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah, jika sudah lengkap 
maka akan dilanjutkan ke Pimpinan Cabang tetapi jika belum akan 
dikembalikan ke Asisten Pembiayaan untuk dilengkapi. 
5. Pimpinan Cabang akan memverifikasi berkas calon nasabah dan 
akan memberikan pendapat tentang pengajuan pembiayaan calon 
nasabah. 
6. Selanjutnya dikembalikan ke Asisten Pembiayaan untuk diperiksa 
dan dilengkapi kembali jika ada berkas yang masih harus dipenuhi 
calon nasabah dan menanggapi pendapat yang diberikan Pimpinan 
Cabang. 
7. Selanjutnya diberikan ke Penyelia Pembiayaan untuk diperiksa 
kelengkapannya dan melihat tanggapan Asisten atas pendapat 
Pimpinan Cabang. 
8. Dilanjutkan ke Pimpinan Cabang untuk pemeriksaan dan 
pengambilan keputusan Pimpinan Cabang untuk menerima atau 
menolak pengajuan pembiayaan calon nasabah. 
9. Diberikan ke Wakil Pimpinan Cabang untuk dipelajari dan periksa 
kelengkapan berkas calon nasabah. 
10. Jika Pimpinan Cabang sepakat untuk memberikan, maka akan 
dikembalikan ke Asisten Pembiayaan untuk ditindak lebih lanjut. 
11. Selanjutnya dari Asisten Pembiayaan akan diberikan ke Bagian 
Operasioal untuk diproses pemberian pembiayaan serta 
pelaksanaan ijab-qabul antara bank dan nasabah. 
 
 
  
   
 
   
 
  
 
Bagian Operasional 
 
  
   
 
   
      
      
Bank BNI 
Syariah  
Asisten/Analisis 
Pembiayaan  
Penyelia 
Pembiayaan  
      
      
Nasabah 
   
Pimpinan Cabang 
 
      
      
    
Wakil Pimpinan 
Cabang (PBO)  
 
Sumber: Asisten Pembiayaan Produktif  Bank BNI Syariah 
Gambar 5.2. : Alur Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cab. Makassar 
5.3 Masalah Principal-Agent yang dihadapi PT. Bank BNI Syariah dalam 
Pembiayaan Produktif dengan Akad Mudharabah 
Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang 
tinggi. Oleh karena itu, Bank BNI Syariah dalam menyalurkan dananya dengan 
akad mudharabah sangat selektif dan biasanya jangka waktu yang diberikan 
pendek. Hal ini dapat dilihat dari jumlah komposisi pembiayaan yang diberikan 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan akad mudharabah, 
musyarakah dan murabahah pada tahun 2010 dan 2011 bejumlah: 
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Akad pembiayaan 
Komposisi pembiayaan yang diberikan 
periode 2010 
Komposisi pembiayaan yang diberikan 
periode 2011 
Mudharabah  Rp    8,631,000,000,000.00   Rp    10,229,000,000,000.00  
Musyarakah  Rp 14,624,000,000,000.00   Rp    18,960,000,000,000.00  
Murabahah  Rp 37,508,000,000,000.00   Rp    56,365,000,000,000.00  
Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI Desember 2011 
Gambar 5.3: Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah tahun 2010 dan 2011. 
Untuk BNI Syariah, dilihat dari laporan keuangan Bank BNI Syariah 
periode Maret (bulan pendirian) s/d Desember 2010 dan periode Januari s/d 
Desember 2011 jumlah pendapatan dari penyaluran dana dalam bentuk akad 
murabahah, musyarakah dan mudharabah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Akad 
pembiayaan 
Jumlah pendapatan periode Maret-
Des 2010 
Jumlah pendapatan periode Jan-Des 
2011 
Mudharabah  Rp    6,975,000,000.00  Rp    12,066,000,000.00 
Musyarakah  Rp  40,241,000,000.00  Rp    88,350,000,000.00 
Murabahah Rp  214,411,000,000.00 Rp    404,167,000,000.00 
Sumber: Laporan keuangan BNI Syariah Desember 2010 dan Desember 2011 
Gambar 5.4: Jumlah Pendapatan Bank BNI Syariah tahun 2010 dan 2011 
Dari data diatas bisa dilihat bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah 
masih dibawah dibandingkan dengan pembiayaan akad musyarakah dan akad 
murabahah. Penjelasan bagian Analis Pembiayaan Produktif PT. Bank BNI 
Syariah: 
“pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan yang 
memiliki risiko tertinggi. Sedangkan untuk pembiayaan murabahah 
yaitu akad dengan jual-beli memiliki risiko yang relatif lebih kecil 
dikarenakan jumlah penghasilan tetap dan margin keuntungan bank 
sudah ditentukan pada awal akad. Sedangkan untuk pembiayaan 
menggunakan akad musyarakah yaitu akad kerjasama yang dimana 
antara pihak bank dan nasabah masing-masing menyetor modalnya 
untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah memiliki 
risiko yang lebih tinggi dari akad murabahah tetapi jika dibandingkan 
dengan akad mudharabah masih lebih rendah.” 
 
Akad mudharabah memiliki tingkat risiko yang paling tinggi karena 
nasabah diberikan 100% modal dari pihak bank syariah dan kemudian pendapatan 
  
yang diterima bank tidak tetap dikarenakan pendapatan yang diterima dihitung 
berdasarkan proporsi bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad. Oleh 
karena itu akad mudharabah termasuk kelompok Natural Uncertainty Contracts 
yang tidak memberikan kepastian return/pengembalian, baik dari segi jumlah 
maupun waktunya. Risiko yang dihadapi Bank BNI Syariah dalam pembiayaan 
dengan akad mudharabah merupakan risiko yang disebabkan karena adanya 
hubungan Principal-Agent, yaitu hubungan antara bank sebagai penyedia modal 
(shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola moda (mudharib). 
Dalam kontrak mudharabah ini, akan terjadi Asymmetric information yaitu 
tidak seimbangnya informasi yang diterima bank dibanding informasi yang 
dimiliki nasabah. Hal ini disebabkan karena nasabah dalam kontrak ini lebih 
mengetahui informasi tentang usaha yang Ia jalankan, sedangkan bank syariah 
hanya dapat melihat usaha tersebut dari luar dan tidak ikut campur tangan 
terhadap usaha nasabah yang dijalankan. Untuk masalah Principal-Agent ini dapat 
dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masalah yang menyangkut adverse selection dan 
moral hazard. 
5.3.1 Masalah Adverse Selection 
Dalam setiap pembiayaan yang mengggunakan akad mudharabah akan 
selalu dihadapkan dengan masalah Principal-Agent. Demikian juga dengan PT. 
Bank BNI Syariah yang menggunakan akad mudharabah pada pembiayaan 
produktifnya. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Bank BNI Syariah, salah 
satunya dalam menyeleksi nasabah sebagai mudharib yang akan diberikan 
pembiayaan dengan akad mudharabah. Tingginya risiko yang dihadapi dalam 
menggunakan akad mudharabah pada pembiayaan produktif menyebabkan Bank 
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BNI Syariah menerapkan standar analisis yang lebih ketat dibandingkan dengan 
akad murabahah dan akad musyarakah. 
Permasalahan adverse selection yang dihadapi Bank BNI Syariah dalam 
hal ini adalah sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sesungguhnya dan 
kemampuan nasabah yang sesungguhnya dalam menjalankan usaha yang akan 
diberikan pembiayaan dengan akad mudharabah. Bank BNI Syariah dalam 
menyeleksi calon nasabah hanya mengandalkan pada verifikasi informasi 
mengenai data diri calon nasabah yang dibuatnya. Untuk dapat mengetahui 
dengan benar mengenai informasi yang diberikan calon nasabah kepada bank 
sebagai shahibul mall, bank harus mengeluarkan biaya verifikasi yang tinggi 
untuk memeriksa dan mendapatkan kebenaran mengenai informasi calon nasabah. 
Verifikasi dengan biaya yang tinggi tidak akan dilakukan bank karena hanya akan 
menghasilkan pendapatan yang kecil bagi pihak bank, sebab tingginya biaya 
verifikasi. 
Masalah lain yang dihadapi Bank BNI Syariah yaitu mengenai usaha yang 
diajukan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank sebagai 
shahibul maal. Dalam hal ini, bank harus menganalisis kemampuan nasabah 
dalam menjalankan usaha yang akan diberikan pembiayaan dengan akad 
mudharabah dan menganalisis usaha yang akan dimodali. Untuk menghasilkan 
profit, nasabah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha yang 
akan dimodali pihak bank. Sebab tujuan dari pembiayaan dengan akad 
mudharabah, yaitu memperoleh profit yang nantinya keuntungan dari usaha 
tersebut akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai 
mudharib sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah ditetapkan. 
  
Selain kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha, bank juga harus 
dapat memprediksi usaha yang diajukan nasabah. Usaha tersebut harus dapat 
menghasilkan profit dan dapat memiliki prospek yang bagus kedepannya. Bank 
akan memprediksi profit yang akan dihasilkan oleh usaha nasabah, karena bank 
syariah dalam menyalurkan pembiayaannya memiliki tingkatan profit yang 
diinginkan bank syariah dalam menyalurkan dananya, jika pihak bank syariah 
melihat bahwa usaha yang akan dibiayai tidak mampu menghasilkan profit seperti 
yang diinginkan bank, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada 
nasabah/mudharib tersebut. Calon nasabah dalam mengajukan pembiayaannya 
akan berusaha meyakinkan pihak bank bahwa dirinya layak mendapatkan 
pembiayaan dengan memberikan informasi yang bagus kepada bank, nasabah 
kemungkinan akan memberikan informasi yang tidak sesuai untuk meyakinkan 
bank. Wawancara dengan Asisten Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah 
mengatakan: 
“Bank terkadang sulit untuk mendapatkan informasi yang 100% akurat 
mengenai data diri serta dokumen-dokumen  lainnya yang diberikan 
oleh nasabah. Bank harus memverifikasi data yang diberikan oleh 
nasabah salah satunya dengan menghubungi orang terdekat dari 
nasabah dan mengecek langsung usahanya yang akan dibiayai jika 
usaha tersebut telah berjalan. Untuk usaha yang baru akan dimulai, 
bank dapat melihat lokasi serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh 
nasabah dalam menjalankan usahanya. Jaminan juga harus dicek 
kepemilikannya dan ditaksir harganya dengan benar.” 
Hal utama yang perlu bank perhatikan selain kemampuan nasabah dan 
prospek dari usaha yang akan dibiayai, bank harus memastikan bahwa nasabah 
menjalankan usaha tersebut sesuai dengan syariah Islam. Usaha yang nantinya 
akan dibiayai juga harus sesuai dengan syariah Islam. Nasabah bisa saja memiliki 
kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan profit tetapi itu harus sesuai dengan 
syaraih Islam, karena bisa saja nasabah melakukan perjudian atau menipu hanya 
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untuk mendapatkan profit yang tinggi. Meskipun usaha tersebut memiliki prospek 
yang baik dalam menghasilkan laba, misalnya rumah judi dan berjualan minuman 
keras tetapi usaha tersebut dilarang dalam syariah Islam. 
5.3.2 Masalah Moral Hazard 
Selain permasalahan adverse selection pada PT. Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar juga dihadapkan dengan permasalahan moral hazard. 
Permasalahan moral hazard dalam hal ini  berkaitan dengan proses berjalannnya 
usaha yang dibiayai bank/shahibul maal. Setelah melakukan seleksi nasabah yang 
akan diberikan pembiayaan dengan akad mudharabah, selanjutnya bank akan 
melaksanakan pembiayaan tersebut. Selama proses berlangsungnya pembiayaan 
sampai tahap pelaporan dan pembagian hasil yang didapatkan dari usaha yang 
dibiayai ada beberapa kendala yang bisa muncul. Sesuai dengan hasil wawancara 
dengan Asisten Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Makassar: 
“ Keterbatasan SDM untuk memantau nasabah salah satu masalah yang 
dihadapi Bank. Sulitnya memantau nasabah dalam menjalankan usaha 
yang dibiayai oleh bank, akan menyebabkan nasabah merasa kurang 
mendapat pengawasan oleh bank sehingga nasabah akan melakukan 
penyimpangan dalam menjalankan usahanya. Nasabah bisa saja 
menjalankan usahanya diluar ketentuan atau keinginan bank. Hal ini 
juga akan berdampak pada kurangnya informasi yang didapatkan bank 
mengenai hasil yang akurat dari usaha yang dibiayai oleh bank karena 
dalam hal ini nasabah lebih mengetahui hasil yang diperoleh dari 
usahanya. Pada akhirnya akan berdampak pada bagi hasil yang 
diperoleh dari usaha itu tidak akan sesuai dengan prediksi bank.” 
Dari pernyataan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masalah moral 
hazard menjadi permasalahan yang akan muncul dalam proses berjalannya 
pembiayaan. Keterbatasan SDM dan tingginya biaya dalam melakukan 
pengawasan terhadap nasabah dalam menjalankan usahanya merupakan masalah 
yang dihadapi Bank BNI Syariah. Bank sebagai shahibul maal bisa melakukan 
pengawasan yang ketat untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai 
  
keadaan usaha mudharib, tetapi itu akan memerlukan biaya yang tinggi yang 
berdampak pada sedikitnya bagi hasil yang nantinya akan diperoleh dan dibagi 
dari kerjasama dengan akad mudharabah tersebut. Hal lain yang menyebabkan 
timbulnya masalah moral hazard dalam pembiayaan dengan akad mudharabah 
karena adanya keterbatasan bank sebagai shahibul maal yang tidak boleh ikut 
campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh nasabah sebagai mudharib. Bank 
dalam hal ini hanya sebagai pemilik modal yang menanamkan modalnya dalam 
suatu usaha yang kemudian nantinya hasil yang didapatkan dari usaha tersebut 
akan dibagi menurut persentase yang telah disepakati di awal kesepakatan 
kerjasama mudharabah. Tarsidin (2010: 48) menjelaskan implikasi dari 
permasalahan asymmetric information khususnya masalah moral hazard adalah 
perlunya dilakukan monitoring dan verifikasi atas upaya mudharib yang tentunya 
memerlukan biaya besar. 
Untuk beberapa kondisi, bank harus melakukakan monitoring yang ketat 
kepada mudharib untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar akibat 
menurunnya hasil yang diperoleh mudharib. Dalam hal ini mudharib bisa saja 
melakukan hal-hal yang menyimpang dari batasan-batasan yang diberikan oleh 
bank sehingga usaha tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan bank dan akan 
berdampak pada bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang diprediksi bank sebagai 
shahibul maal bahkan bisa saja usaha tersebut rugi. Wawancara dengan Asisten 
Pembiayaan Produktif menyebutkan bahwa: 
“bank hanya akan melakukan program monitoring yang standar dalam 
mengawasi nasabah sebagai mudharib, misalnya memeriksa laporan 
berkala tiap bulan mengenai hasil yang diperoleh dari usaha 
mudharib. Tetapi ketika terjadi perubahan yang signifikan dari hasil 
yang dilaporkan oleh mudharib, maka bank sebagai shahibul maal 
akan melakukan monitoring yang lebih ketat kepada mudharib. Hal ini 
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berkaitan dengan modal yang diberikan bank untuk usaha tersebut, 
supaya bank dapat mengantisipasi kerugian yang lebih besar. 
Misalnya mudharib melakukan kelalaian dalam mengelola usahanya 
sehingga menyebabkan kerugian. Bank dalam hal ini tidak ingin 
modal yang disetornya untuk usaha tersebut habis, sehingga ketika 
terjadi hal-hal yang tidak biasa maka bank sebagai shahibul maal akan 
melakukan monitoring yang lebih kepada mudharib.” 
Hal di atas berhubungan dengan level upaya yang dilakukan mudharib  
dalam menghasilkan profit. Nasabah bisa saja tidak menggunakan upayanya 
dalam menghasilkan profit pada level yang maksimal. Dalam hal keadaan 
ekonomi yang tidak berubah, upaya yang dilakukan mudharib dalam menjalankan 
usahanya lebih mudah diukur, karena bank dalam hal ini akan melihat hasil dari 
usaha tersebut. Kecuali terjadi krisis ekonomi atau hal lainnya yang 
mempengaruhi usaha nasabah tersebut, maka semaksimal apapun upaya yang 
dilakukan nasabah juga tidak akan menghasilkan profit yang besar. Contoh kasus 
yang diberikan Asisten Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah, yaitu: 
“ada nasabah yang meminta penambahan modal kerja untuk usaha 
kelapa sawitnya. Nasabah ini telah menjalankan usaha kelapa sawit 
dan ingin meminta penambahan modal untuk memperbesar usahanya. 
Bank memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah pada 
nasabah tersebut. Tetapi setelah usaha yang dibiayai oleh bank 
berjalan, ternyata hasil yang diperoleh oleh usaha nasabah tersebut 
tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh bank. Setelah bank me-
monitoring dan memverifikasi lebih mendalam terhadap usaha 
tersebut, ternyata nasabah ini lebih mengerahkan level upaya pada 
usaha yang telah dimilikinya yang merupakan usaha dari modalnya 
sendiri. Sedangkan untuk usaha yang dibiayai oleh bank, nasabah 
tersebut tidak terlalu mengerahkan upayanya sehingga hasil yang 
diperoleh dari usaha yang bekerjasama dengan bank tidak sama 
dengan hasil usaha yang dimilikinya sendiri.” 
Selain masalah upaya mudharib yang tidak maksimal dalam menjalankan 
usahanya, pelaporan mengenai jumlah profit yang dihasilkan oleh usaha 
kerjasama antara shahibul maal dan mudharib menjadi masalah yang dihadapi 
bank. Dalam hal ini, nasabah bisa saja melaporkan jumlah profit yang 
  
diperolehnya tidak sesuai dengan kebenarannya atau dengan kata lain mudharib 
memanipulasi laporan jumlah profit yang diperolehnya. Untuk mendapatkan 
laporan yang pasti mengenai jumlah profit yang dihasilkan, bank harus melakukan 
pemeriksaan yang tentunya akan memerlukan biaya. Penambahan biaya 
pemeriksaan ini nantinya akan berdampak pula pada kecilnya bagi hasil yang 
diperoleh, disebabkan tingginya biaya dalam mengawasi dan memeriksa setiap 
laporan mengenai hasil dari usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah. 
Beberapa permasalahan yang ditimbulkan karena adanya hubungan Principal-
Agent menyebabkan kurangnya minat bank syariah dalam melaksanakan 
pembiayaannya dengan akad mudharabah. Adanya hubungan Principal-Agent 
akan menimbulkan asymmetric information, yaitu kurangnya informasi yang 
didapatkan salah satu pihak dalam hal ini Bank BNI Syariah selaku shahibul 
maal. Tentunya hal ini berisiko bagi bank syariah dalam menyalurkan 
pembiayaannya dengan akad mudharabah. 
Terlepas dari itu, pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan 
pembiayaan yang baik bagi kedua pihak yang menjalankannya yaitu antara 
shahibul maal dan mudharib. Sebab jika dilihat, akad ini memiliki kelebihan 
dimana dua pihak yang bertemu saling membantu dan bekerjasama dalam 
mencapai tujuannya bersama. Dalam akad mudharabah ini juga tercipta suatu 
keadilan bagi pihak-pihak yang menjalankannya. Menurut Tarsidin (2010: 6) pada 
level makro skema bagi hasil dinilai 
 lebih baik daripada skema bunga karena skema bagi hasil terbukti dapat 
meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi pendapatan dan 
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dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara 
sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut. 
5.4 Penerapan Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan 
Principal-Agent dalam Pembiayaan dengan Akad Mudharabah pada 
PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar 
Dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah, Bank BNI 
Syariah akan dihadapkan dengan risiko timbulnya masalah-masalah yang 
disebabkan karena adanya hubungan Principal-Agent. Asymmetric information 
diyakini merupakan alasan timbulnya risiko dalam pembiayaan dengan akad 
mudharabah. Tarsidin (2010: 39) berpendapat bahwa mudharib memiliki 
informasi privat tentang karakteristik dirinya, tingkat utilitas yang diinginkannya 
dan level upaya yang dilakukannya. Perlunya biaya yang besar untuk 
mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak efisien bagi shahibul maal untuk 
berusaha mendapatkannya. Adanya perbedaan kepentingan antara mudharib dan 
shahibul maal menyebabkan tingginya risiko dalam pembiayaan dengan akad 
mudharabah. 
Untuk dapat menekan permasalahan asymmetric information, baik adverse 
selection dan moral hazard maka Bank BNI Syariah selaku shahibul maal perlu 
membuat skema bagi hasil yang memenuhi harapan kedua belah pihak yang 
berkontrak. Skema bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah/mudharib 
adalah skema bagi hasil yang nantinya dapat menekan permasalahan adverse 
selection dan moral hazard. Untuk menekan kedua permasalahan tersebut, maka 
pihak bank syariah dalam menetapkan skema bagi hasil harus bisa memenuhi 
harapan nasabah, hal ini nantinya berdampak pada pengungkapan karakter 
nasabah yang jujur, level upaya yang dilakukan mudharib lebih maksimal dan 
  
meningkatnya profit yang dihasilkan mudharib yang nantinya pihak bank juga 
mendapatkan bagi hasil yang besar dari profit yang dihasilkan. Perlunya membuat 
rasio bagi hasil yang dirasa adil bagi mudharib (dalam hal ini tingkat rasio bagi 
hasil sesuai dengan harapan mudharib) nantinya dapat mendorong level upayanya 
dan meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam melaporkan 
pendapatannya. Pengungkapan karakter nasabah dan level upaya yang maksimal 
nantinya akan dapat menekan biaya pengawasan dan verifikasi yang harus 
dikeluarkan dalam kontrak mudharabah, sehingga profit yang dibagi nantinya 
juga meningkat. 
Permasalahan adverse selection, yaitu sulitnya Bank BNI Syariah 
mengetahui karakter calon nasabah/mudharib yang akan menerima pembiayaan 
dengan akad mudharabah. Permasalahan ini lebih kepada calon nasabah yang 
baru, untuk nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan pada Bank BNI 
Syariah, baik itu pembiayaan konsumif atau produktif, pihak bank akan lebih 
mudah memperoleh informasi mudharib. Untuk nasabah yang sudah pernah 
melakukan pembiayaan sebelumnya, bank hanya perlu mengetahui tentang 
informasi yang belum ada sebelumnya, baik itu mengenai usaha yang akan 
dibiayai, prediksi mengenai kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan 
jaminan yang akan dijaminkan jika terjadi wanprestasi.  
Bank BNI Syariah dalam menyeleksi calon nasabah untuk mendapatkan 
pembiayaan produktif dengan akad mudharabah sangat ketat. Bank BNI Syariah 
bahkan menambah beberapa syarat atau kriteria tertentu untuk calon nasabah 
pembiayaan dengan akad mudharabah. Hasil wawancara dengan Asisten 
Pembiayaan produktif Bank BNI Syariah menyatakan: 
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“untuk pembiayaan dengan akad mudharabah, pihak bank menetapkan 
kriteria yang lebih ketat. Bank BNI Syariah bahkan hanya 
memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada nasabah 
yang sebelumnya sudah pernah memperoleh pembiayaan dengan akad 
murabahah (jual-beli) atau musyarakah. Hal ini disebabkan sulitnya 
bank mengetahui dengan pasti karakter nasabah yang akan diberikan 
pembiayaan mudharabah. Selain itu bank lebih memilih nasabah 
dengan usaha yang tingkat kepastiannya lebih tinggi.” 
Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Bank BNI Syariah dalam 
meyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah sangat berhati-hati. Tingginya 
risiko yang dihadapi bank syariah dalam pembiayaan dengan akad mudharabah 
menyebabkan bank lebih ketat dalam memilih nasabah pembiayaan dengan akad 
mudharabah. Hal ini juga berdampak pada rendahnya tingkat pembiayaan dengan 
akad mudharabah dibandingkan dengan akad murabahah dan musyarakah. 
Padahal menurut Muhammad (2008: 6) kontrak mudharabah menjadi salah satu 
bentuk core product bank syariah sehingga bank syariah berbeda dengan bank 
sistem bunga. Oleh karena itu, permasalahan ini harus mendapat pemecahan. 
Muhammad (2008: 81) menjelaskan untuk mengurangi permasalahan 
agency pada kontrak mudharabah, pemilik dana dapat menerapkan screening 
terhadap atribut/kriteria proyek dan atribut/kriteria mudharib. Kriteria/atribut 
tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Bank BNI Syariah dalam menyeleksi 
calon nasabah pembiayaan dengan akad mudharabah. Penerapan kriteria yang 
ketat untuk nasabah dan usaha yang akan dibiayai dengan akad mudharabah pada 
Bank BNI Syariah sudah diterapkan, hal ini merupakan salah satu upaya 
mengoptimalkan skema bagi hasil. Nantinya dengan informasi mengenai kriteria 
nasabah dan usahanya tersebut pihak Bank BNI Syariah akan menentukan rasio 
bagi hasil antara keduanya. Penentuan rasio bagi hasil ini nantinya akan 
  
dipengaruhi salah satunya oleh informasi mengenai karakter nasabah dan usaha 
yang akan dijalankan. 
Pengungkapan dengan benar mengenai karakter calon nasabah dapat 
membantu pihak bank dalam menilai kriteria/atribut yang dimiliki calon 
mudharib. Sehingga baik Muhammad (2008: 7) dan Tarsidin (2010: 5) 
berpendapat bahwa pentingnya pemberian insentif kepada mudharib untuk 
menekan masalah Principal-Agent dalam pembiayaan dengan akad mudharabah. 
Pemberian insentif dalam hal ini adalah pemberian rasio bagi hasil yang lebih 
kepada nasabah yang mengungkapkan informasi mengenai dirinya dan usahanya 
dengan benar. Optimalisasi skema bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank 
syariah untuk mengatasi masalah penyimpangan yang mungkin akan dilakukan 
nasabah dalam pembiayaan produktif dengan akad mudharabah, yaitu dengan 
menerapkan sistem insentif yang layak bagi nasabah sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya. Bank BNI Syariah dapat menerapkan pemberian insentif dalam 
proses screening (penilaian karakter dan usaha nasabah/mudharib) pada 
pembiayaan akad mudharabahnya. Optimalisasi skema bagi hasil dengan cara 
pemberian insentif ini dapat menekan permasalahan adverse selection dalam 
pembiayaan dengan akad mudharabah. Sehingga nantinya dapat meningkatkan 
jumlah pembiayaan produktif dengan akad mudharabah. Dari hasil screening ini, 
nantinya Bank BNI Syariah akan melihat berapa perkiraan jumlah pendapatan 
yang dapat dihasilkan nantinya dari usaha yang akan dijalankan nasabah. Bank 
BNI Syariah juga akan melihat rasio bagi hasil yang harus dibagikan kepada 
nasabah penyimpan dananya, karena bank nantinya juga akan membagikan 
hasilnya kepada nasabah penyimpan dana di Bank BNI Syariah. 
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Proses mengoptimalkan skema bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad 
mudharabah sangat dipengaruhi oleh pengungkapan karakter dan prospek usaha 
nasabah yang akan dibiayai. Pengungkapan karakter yang benar akan membantu 
pihak Bank BNI Syariah dalam menetapkan rasio bagi hasil yang sesuai dengan 
harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank. Pemberian insentif yang adil 
bagi nasabah, nantinya akan menciptakan suatu skema bagi hasil yang optimal, 
yaitu dapat memenuhi harapan yang diinginkan kedua belah pihak. Pengungkapan 
karakter mudharib nantinya akan berdampak juga pada permasalahan moral 
hazard yang dihadapai Bank BNI Syariah. Level upaya yang dapat dilakukan 
mudharib dapat dinilai dari informasi mengenai karakter nasabah dan usaha 
nasabah. Bank dalam hal ini lebih mudah menilai level upaya yang dilakukan 
mudharib, karena dari informasi yang didapatkan bank pada saat proses 
menyeleksi nasabah, bank dapat menilai kemampuan yang dapat dilakukan 
nasabah. Bank harus dapat membuat skema bagi hasil yang membuat level upaya 
mudharib meningkat. Meningkatnya level upaya  mudharib akan berdampak pada 
meningkatnya profit yang dihasilkan. Sehingga bagi hasil kepada bank juga 
meningkat. Dengan persyaratan kriteria yang ketat pada pembiayaan dengan akad 
mudharabah, masalah adverse selection bisa diminimalisir. Sedangkan dalam 
permasalahan moral hazard, penetapan rasio bagi hasil yang dilakukan oleh BNI 
Syariah dapat menekan permasalahan moral hazard ini. Sebab BNI Syariah dalam 
pembiayaan dengan akad mudharabah tidak ingin mengambil risiko yang terlalu 
besar. Jadi, dalam menetapkan rasionya Bank BNI Syariah hanya menetapkan 
rasio baginya sesuai tingkat standar referensi keuntungan yang ditetapkan 
manajemen bank. Padahal Bank BNI Syariah bisa saja menetapkan rasio bagi 
  
hasil untuknya lebih tinggi. Hal ini dilakukan Bank BNI Syariah agar utilitas 
nasabah dapat terpenuhi. 
Hal lainnya yang mempengaruhi rasio bagi hasil adalah besaran nilai 
pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan dengan akad mudharabah. Semakin 
besar nominal pembiayaan yang diberikan dan semakin lama jangka waktu 
pembiayaan maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi bank syariah. Bank 
BNI Syariah dalam hal ini akan menaikkan rasio bagi hasil untuknya. Selain itu, 
untuk menilai produktivitas nasabah dalam menghasilkan pendapatan, Bank BNI 
Syariah akan melihat pendapatan yang dihasilkan nasabah pembiayaan dan 
kemampuan nasabah dalam mengefisienkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. 
Level upaya yang dilakukan nasabah nantinya akan berdampak pada produktivitas 
nasabah dalam menjalankan usahanya yang dibiayai oleh bank syariah.  
Untuk menetapkan skema bagi hasil yang optimal pada pembiayaan dengan 
akad mudharabah, pihak Bank BNI Syariah sangat dipengaruhi oleh 
pengungkapan informasi mengenai karakter nasabah dan usahanya. Sedangkan 
level upaya dan produktivitas nasabah dalam menjalankan usahanya sangat 
berpengaruh pada seberapa besar rasio yang akan didapatkannya dari 
pendapatannya nantinya, semakin terpenuhinya utilitas nasabah maka level upaya 
yang dilakukan nasabah semakin maksimal dan produktivitasnya naik. Dengan 
demikian, nasabah dalam memberikan informasi mengenai karakter dirinya dan 
infromasi mengenai usahanya diharapkan jujur dan benar. Sebab dengan 
pengungkapan yang benar, pihak Bank BNI Syariah dapat menetapkan rasio bagi 
hasil yang adil bagi nasabah. Rasio bagi hasil yang ditetapkan diharapkan bisa 
memenuhi utilitas kedua belah pihak, baik bagi pihak Bank BNI Syariah dan 
nasabah pembiayaan. Sehingga nantinya upaya yang dilakukan nasabah dalam 
80 
 
menjalankan usahanya dapat semaksimal mungkin. Penetapan rasio bagi hasil 
yang adil bagi kedua belah pihak nantinya juga berpengaruh pada pelaporan 
pendapatan dari hasil usaha yang dibiayai. Nasabah diharapkan melaporkan hasil 
usahanya dengan jujur sehingga bank BNI Syariah tidak perlu mengeluarkan 
biayai pengawasan dan verifikasi yang tinggi untuk memeriksa laporan 
pendapatan nasabah. Sebab setiap biaya yang dikeluarkan nantinya akan 
berpengaruh pada pendapatan yang akan dibagikan antara pihak bank syariah dan 
nasabah pembiayaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembiayaan Produktif dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI 
Syariah memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan 
dengan akad-akad lainnya, seperti akad murabahah (jual-beli) dan akad 
musyarakah (kerjasama). Hal ini disebabkan tingkat pengembalian atau 
pendapatan yang akan diterima nantinya antara bank (shahibul maal) dan 
nasabah (mudharib) tidak pasti. Pihak bank syariah hanya bisa 
memprediksi pendapatan yang nantinya akan diterima melalui 
pengumpulan informasi pada saat menyeleksi calon nasabah dan usaha 
yang akan dibiayai. 
2. Pembiayaan Produktif dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI 
Syariah masih sangat minim. Padahal jika dilihat akad mudharabah 
merupakan produk utama bank syariah yang membedakan antara bank 
konvensional yang menggunakan skema bunga dengan bank syariah 
yang menggunakan skema bagi hasil. Hal ini disebabkan susahnya bank 
mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah dan 
mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi nasabah dan 
usahanya. Bank BNI Syariah lebih cenderung menghindari pembiayaan 
dengan akad mudharabah, hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan 
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produktif dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah hanya 
berjumlah sekitar tujuh sampai sepuluh pembiayaan, seperti yang 
disebutkan bagian Asisten Pembiayaan Produktif  PT. Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar. 
3. Permasalahan Principal-Agent, yaitu terjadinya asymmetric information 
dalam hal ini bank sebagai shahibul maal kurang mendapat informasi 
tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai 
mudharib yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang 
dijalankannya. Permasalahan asymmetric information, baik adverse 
selection yaitu penilaian yang kurang tepat atas karakter nasabah dan 
moral hazard yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa 
level upaya yang tidak optimal atau pelaporan jumlah profit yang tidak 
benar oleh nasabah merupakan akibat dari adanya hubungan shahibul 
maal dan mudharib pada akad mudharabah juga dihadapi pihak Bank 
BNI Syariah pada Pembiayaan Produktif dengan akad mudharabah. 
Pihak Bank BNI Syariah menerapkan prosedur seleksi yang lebih ketat 
dan penetapan kriteria yang lebih tinggi untuk pembiayaan produktifnya 
yang menggunakan akad mudharabah. Prosedur yang ketat dan kriteria 
yang lebih tinggi menyebabkan jumlah pembiayaan dengan akad 
mudharabah pada Bank BNI Syariah sangat minim. 
4. Permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam 
Pembiayaan produktif dengan akad mudharabah pada Bank BNI Syariah 
dapat diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan. 
Skema bagi hasil ini berupa pemenuhan harapan yang diinginkan 
nasabah dan pihak bank. Bagi nasabah pembiayaan, nasabah berharap 
  
agar rasio bagi hasil yang ditetapkan dapat memenuhi keinginannya 
sehingga pihak nasabah nantinya merasa adil pada saat pendapatan yang 
dihasilkan dibagikan. Sedangkan bagi pihak Bank BNI Syariah, 
pengungkapan karakter dan usaha yang jujur oleh nasabah akan 
menentukan rasio bagi hasil yang akan ditetapkan nantinya. Olhe karena 
itu, untuk dapat mengoptimalkan skema bagi hasil pihak nasabah 
diharapkan dapat memberi informasi yang benar mengenai karakter dan 
usahanya. Selain dapat menekan masalah adverse selection yaitu 
kesalahan bank dalam menilai karakter dan usaha nasabah, skema bagi 
hasil yang optimal juga dapat menekan masalah moral hazard. Hal ini 
terkait dengan level upaya yang dilakukan nasabah, untuk dapat 
menghasilkan bagi hasil yang optimal yaitu sesuai dengan harapan kedua 
belah pihak, nasabah harus dapat menjalankan usahanya dengan level 
upaya yang maksimal agar nantinya pendapatan yang dihasilkan juga 
maksimal. 
Proses terakhir yaitu pelaporan jumlah pendapatan oleh nasabah, dengan 
dioptimalkannya skema bagi hasil diharapkan nasabah tidak lagi 
melakukan penyimpangan dalam melaporkan pendapatannya. Sebab 
dengan rasio bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah, bagi hasil 
yang diharapkan nasabah sudah terpenuhi. Penyimpangan pelaporan juga 
nantinya akan berdampak pada meningkatnya biaya pengawasan dan 
verifikasi dalam pembiayaan ini. Sebab, jika pendapatan yang dihasilkan 
tidak sesuai dengan harapan bank, maka akan menimbulkan kecurigaan 
bank dan membuat bank untuk meningkatkan pengawasannya terhadap 
nasabah tersebut. 
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6.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:  
1. Pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan pembiayaan dengan 
risiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan bisa lebih memperbanyak 
pembiayaan produktif dengan akad mudharabah yang merupakan core 
product dari bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat mengenai bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai 
dengan syariah Islam. Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil yang 
tidak didapatkan pada bank konvensional, tidak seperti dengan akad 
murabahah (jual-beli) yang konsepnya juga diterapkan pada bank 
konvensional. Selain itu, konsep skema bagi hasil juga terbukti dapat 
meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi pendapatan 
dan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya 
hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema 
bagi hasil tersebut. 
2. Meskipun pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki risiko yang 
cukup tinggi, Bank BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan bisa menekan 
risiko yang ada dengan cara menetapkan skema bagi hasil optimal yaitu 
yang sesuai dengan harapan nasabah dan bank syariah. Sebab jika harapan 
bank dan nasabah dapat disatukan dan dicapai, maka masalah sulitnya 
menilai karakter nasabah, kurang maksimalnya upaya nasabah dalam 
menghasilkan profit dan kemungkinan nasabah melaporkan profit yang 
  
dihasilkan tidak benar yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad 
mudharabah dapat diatasi. 
3. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad 
mudharabah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar, Bank BNI Syariah 
diharapkan dapat mengoptimalkan skema bagi hasil yaitu skema bagi hasil 
yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat 
pendapatan yang diharapkan bank. Sebab dengan terpenuhinya utilitas pihak 
nasabah dan Bank BNI Syariah, maka permasalahan adverse selection yaitu 
kesalahan dalam menilai nasabah dan permasalahan moral hazard yaitu 
penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak 
maksimal atau pelaporan jumlah pendapatan yang menyimpang oleh 
nasabah dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan skema bagi 
hasil yang optimal. 
4. Meskipun Bank BNI Syariah dalam menerapkan pembiayaan produktifnya 
dengan akad mudharabah sudah dapat memenuhi harapan yang diinginkan 
nasabah, Bank BNI Syariah bisa lebih meningkatkan jumlah pembiayaannya 
dengan akad mudharabah. Salah satunya dengan pemberian pembiayaan 
dengan akad mudharabah kepada nasabah-nasabah yang masih baru atau 
sebelumnya belum pernah mendapat pinjaman dari Bank BNI Syariah. Hal 
ini berisiko tinggi tetapi dapat diatasi dengan pemberian insentif yang sesuai 
dengan kemampuan nasabah. 
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Lampiran I 
Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Bank BNI Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran II  
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
I. Pembiayaan Mudharabah 
1. Pembiayaan apa saja yang menggunakan akad mudharabah pada PT. 
Bank BNI Syariah? Contohnya? 
2. Bagaimana alur pembiayaaan mudharabah pada PT. Bank BNI 
Syariah? 
3. Menurut Anda, apa yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan dengan 
akad mudharabah pada bank syariah? 
4. Karakteristik apa saja yang menjadi penilaian dalam pembiayaan 
mudharabah? 
II. Desain Skema bagi hasil 
1. Skema bagi hasil apa yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam membuat desain 
skema bagi hasil? 
3. Bagaimana alur dalam menentukan skema bagi hasil antara bank dan 
nasabah? 
III. Masalah Principal-Agent 
1. Menurut Anda, bagaimana masalah Principal-agent pada akad 
mudharabah? 
2. Apa yang menyebabkan timbulnya masalah Principal-agent? 
Adverse Selection 
1. Dalam hal permasalahan adverse selection (pada saat penilaian calon 
nasabah) Apakah pengungkapan karakteristik yang benar oleh calon 
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nasabah dapat mempengaruhi pihak bank dalam menentukan skema 
bagi hasil antara kedua belah pihak? 
Moral Hazard 
1. Dalam permasalahan moral hazard, berkaitan dengan level upaya dan 
profit yang akan dihasilkan oleh nasabah, bagaimana cara 
meningkatkan level upaya dan menghindari agar pelaporan jumlah 
profit yang tidak sesuai dengan oleh pihak nasabah? 
Solusi masalah Principal-agent 
2. Bagaimana cara Bank BNI Syariah menekan/meminimalisir 
permasalahan ini adverse selection dan moral hazard? 
3. Apakah skema bagi hasil sudah dioptimalkan sebagai alat seleksi 
dalam pembiayaan mudharabah? 
4. Bagaimana pemberian insentif kepada nasabah guna meningkatkan 
level upaya dari nasabah yang nantinya berdampak pada meningkatnya 
profit? 
5. Menurut Anda, bagaimana dengan optimalisasi desain skema bagi 
hasil yang dibuat dan disepakati dapat menekan permasalahan 
Principal-agent dalam akad mudharabah? 
 
 
